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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat

pada halaman berikut :

Huruf
Argb Nama Nama
a
.
| alif dilambangkan idak dilambangkan
be

li atas)

bawah)
bawah)
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b ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ¢ apostrof terbalik

¢ gain g ge

- fa f ef

S qaf q qi

< kaf k ka

viii



Jd lam 1 el
P mim m em
v nun n en
E) wau W we
- ha h ha
s hamzah apostrof
s ya ye

tak di awal kata m

gah a

Hamzah (¢) okalnya tanpa diberi

tanda a an tanda

@2

perti vocal bahasa Indo

1 tunggal

atau mo kap atau diftong.

Arab yang lambangny harakat,

Tanda Nama' Huruf Latin | Nama
& Fathah danya’ a adani
3 Fathah dan wau au adanu
Contoh :
&GS : kaifa

Jds2 :  haula
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3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda

I Fathahdan ali a a dan garis di atas

- i dan garis di atas

K4 u dan garis di atas

marbutah ada dua, yaitu
ah, dan dammah, transli
dapat harakat sukun, tra

yang berakhir dengan tamarbi.

rauda

PA

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda fasydid(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

(ST . rabbana
Laas . najjaina
Gal . al-hagq
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)

Az . nu’ima

e : ‘aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah((s-),
maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi 1.

e : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
atau ‘Araby)

e . ‘Arabi (bukan ‘A

6. Kata Sandang

Kata sandang em tulisan Arab dilan dengan huruf J\(alif lam
ma’arifalysDalamped ansliterasi ini, kata,sandang ditransliterasisseperti biasa,
a sandang

tidak me 1igikuti : s terpisah

su (bukan asy-syamsu)

lah (az-zalzalah)
[safah

al-bila

translaiterasi ja ostrof (‘) har laku bagi

hamzah rletak di tengah dan a . Namun, bila hamza k di awal

kata, ia ambangkaF*enEnArnaEupa alif.

¢ 3l . al-nau’
ST . syai’un
&l : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang
sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik

Xi
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tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an
(dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh :
FiZilal al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafr al-Jalalah(")
Kata “Allah” yan

iarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai asa nominal), di anpa huruf hamzah.

Contoh :

al-jalalah,
Contoh :
ahmatullah

Arab tidak mengenal h

ersebut dikenal ketentuan te

huruf a ketika ia
ditulis dalam dan DR).
Contoh:

Wa ma Muhammadunilla rasul

Inna awwalabaitinwudi’alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

SyahruRamadan al-laziunzilafih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungiz min al-Dalal

Xii
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Swt.

Saw.

a.s.

t.th.

dkk

cet.

r.a.

¢ dibakukan adalah :

QS al-Baqgarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3:4
Hadis Riwayat

tanpa tempat penerbit

tanpa tahun

dan kawan-kawan

Cetakan

halaman

radiyallahuanhu

Xiii
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ABSTRAK

Syamsiah Muhsin. /mplementasi Hybrid Contract pada Transaksi Pembiayaan
MULIA di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene (dibimbing
oleh Rahman Ambo Masse dan Fikri)

Penelitian ini membahas tentang implementasi hybrid contract pada
transaksi pembiayaan MULIA di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang
Pangkajene. Rumusan masalah d enelitian ini adalah; 1) bagaimana
ketentuan hybrid contract MULIA; 2) bagaimana
implementasi ketentuan /4 , gan fatwa Dewan Syariah
Nasional MUI; 3) bagai a upaya dan tantangan
yang dihadapi dala ; ertransaksi MULIA.

i i 7 deskriptif-kualitatif.
a primer
, artikel

IA di Unit Pelayanan
I tentang ketentuan uz

n pendapat

plementasi, , Prospek,

PAREPARE

Xiv

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



ABSTRACT

Syamsiah Muhsin. /mplementation of Hybrid Contract of MULIA Financing
Transactions in Unit Pelayanan Syariah of Pawnshop Pangkajene branch
(supervised by Rahman Ambo Masse and Fikri)

This research discusses about the implementation of a hybrid contract of
MULIA financing transactions in Pelayanan Syariah of Pawnshop at
Pangkajene branch. The problems is the term of hybrid contract in
dealing transaction of MUI plementation of the term of
hybrid contract provisic 0 ¢ srovisions of the Dewan
IA product and the
stomers that dealing

data is
, articles
law and

1) the provisions of M action at
ng Pangkajene use a hy
ntation of hybrid con isi MULIA

Unit Pangkaj ene bra

]ementatzo

PAREPARE
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia ekonomi kini telah me i.polarisasi dari dua kekuatan konsep

ekonomi, yaitu konsep e n konsep ekonomi syariah.

Konsep ekonomi ko digunakan di ba a termasuk Indonesia.

Konsep ek i_Kkonvensional memberikan kepada setiap

tangan
2 is aya a dalam

yang langka untuk ksi t dan jasa
nvensional dan kons mi memiliki
Na sesuatu

yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Islam telah membekali penganutnya

dengan aturan dan pegangan yang sangat lengkap dalam menjalani
kehidupannya. Aturan yang dimaksud adalah akidah, syariah dan akhlak yang

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.' Salah satu bagian dari

'Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Cet.IV, (Jakarta: Salemba
Empat, 2014), h.27.

’Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, Cet. V, (Jakarta: Raja
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syariah adalah mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi termasuk
didalamnya kewajiban melakukan transaksi ekonomi secara syariah. Ilmu ushul
figh menyebutnya dengan magasid syariah dimana seluruh aturan syariah

tersebut disarikan menjadi lima hukum yang memiliki tujuan yaitu dapat

menyucikan jiwa, menegakkan ki n memperoleh kemaslahatan baik

agama, jiwa,akal, keturuna ia dan akhirat.”
Islam mem ivitas ekonomi s itif dimana semakin
............ 3 tan ekonom; sebagai

nya akan

ijalankan secara menyel

I-Sadr sebagai salah sa inte Muslim

prefers to follow on it is economic life and in the solution of it is practical

problems; and the science of the economics, is the science which gives the

’Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, Cet. V, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2014), h.3.

®pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2015), h.14.

*Muhammad Hambali, Pemikiran Ekonomi Muhammad Bagir Ash-Sadr, dalam Nur
Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomilslam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),
h.322.
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explanation of the economic life, it economic event and it is economic
phenomena. That the Islamic economic is a doctrine and not science, for it

is the way Islamic prefers to follow in the pursuit of its economic life.”

Al-Sadr menjelaskan bahwa edaan ekonomi Islami dengan ekonomi

konvensional terletak pada fi ukan pada ilmu ekonominya.

Filosofi ekonomi me nilai-nilai Islami dan

batasan-batasan sy angkan ilmu eko isi alat-alat analisis

rkan kita

bukanlah

irena itu

Maknanya adalah suatu perkara muamalah pada dasarnya halal sampai ada dalil

yang melarangnya. Oleh karenanya kita tidak diperkenankan untuk membenarkan

°Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer,
Cet. V, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h. 255

SEuis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer,
Cet. V, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h. 255
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sesuatu yang dilarang oleh Allah atau melarang sesuatu yang dibolehkan oleh

Allah.’

Perkembangan praktik ekonomi syariah khususnya pemanfaatan lembaga

keuangan, didorong oleh kesadaran k muslimin untuk menjalankan syariat

Islam dalam segenap aspek k bidang ekonomi. Kesadaran

untuk menjauhi konse konsep bunga direspon

Sus masyarakat.

atur dan telah mengala

, baik itu dari segi

gan sukses bukan h

keuntungan,

Murabahah dalam fiqih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada

hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Oleh karena itu, beberapa

’Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, Cet. V, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2014), h.5.

®Veithzal Rivai, dkk, Islamic Transaction Law In Bussiness, Cet. 1 (Jakarta: Bumi
Aksara, 2011), h. 323.
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ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan murabahah sebagai bentuk

pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan.’

Murabahah, seperti halnya jual beli mensyaratkan barang atau produk

yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu akad berlangsung.

Murabahah juga dapat dilaku ian secara pemesanan dan biasa

disebut sebagai murab ian. Dikatakan demikian

karena pihak penju akan barang untuk i kebutuhan pemesan

a syariah. Jual beli se
syariah seperti bank m
hal awarkan produk invest
Inv Abadi yang disingkat de
ual beli emas i unai maupun
gai pilihan man untuk kebu

1gan proses y entang wakt

suran selaP* RaEam:RrE tiga pul

ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank

syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Perum

°Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Cet.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2007), h.84.

"®Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik, Cet. 24 (Jakarta:
Gema Insani, 2001), h.103.

“MULIA, Informasi Produk Mulia, diakses dari www.pegadaiansyariah.co.id pada
tanggal 20 Mei 2018 pukul 12.30 WITA.
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Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah yang kini menjadi Unit
Pelayanan Syariah yang selanjutnya disingkat menjadi UPS yang merupakan
lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah. Di beberapa negara Islam termasuk

diantaranya Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian

konvensional. Bila dalam pegadaia ensional ditetapkan bunga maka di
Pegadaian Syariah nasaba
dan penjagaan, serta

pegadaian konvensiona

ksanakan dengan Ayb

urabahah dan rahn. P contract

tuk menandatangani a kad rahn

maan._Akad murabahah nbayaran
1elainkan

, sampai

bayar lunas oleh pembeli atau nasabah.

PAREPARE

atur dan
adalah akad
rahn dimana Pegadaian Syariah mensyaratkan jaminan atau rahn berkaitan
dengan pembiayaan yang dikeluarkannya, sehingga tampak dalam transaksi
pembiayaan MULIA ini adanya dua akad dalam satu transaksi yang dalam istilah

figh masuk dalam kategori sofqataini fi sofgoh wahidah yaitu dua akad dalam

?Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik, Cet. 24 (Jakarta:
Gema Insani, 2001), h.13
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satu transaksi. Rasulullah saw. telah melarang dua akad dalam satu transaksi.
Transaksi ini dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya fwo in one, dimana
satu transaksi berada dalam dua akad sekaligus sehingga menimbulkan

ketidakpastian atau gharar dalam akad yang digunakan."

Pelaksanaan prosedur j ulia di Unit Pelayanan Syariah

cabang Pangkajene m i k penjual, pembeli dan

margin
............ el ariah kepada pembeli

elakukan

fasilitas
pembeli
akatan, biay: inistrasi,

biaya d i ambatan dalz bayaran

pembeli

yang dibeli tidak diserahkan langsung Kepada pihak pembeli, melainkan ditahan,
tetap berada di bawah penguasaan pihak pertama sebagai barang jaminan
(marhun) sampai pembayaran angsuran lunas, sehingga pihak pembeli tidak
dapat menikmati emas yang dibelinya. Pegadaian syariah kemudian

menangguhkan penyerahan barang selama dua minggu setelah pelunasan akad

3 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, Cet. V, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2014), h.49.
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dengan alasan prosedur pemesanan ke PT. ANTAM mensyaratkan demikian itu.
Hal ini dapat menimbulkan prasangka dan kekhawatiran nasabah bahwa pihak

pegadaian menjual barang yang belum menjadi miliknya.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fo.

Fokus utama yang dalam penelitian ini yaitu

implementasi Aybrid ¢ hah dan akad rahn pada

a barang, harga asli pe jua diketahui

oleh pe 3 yang diambil oleh pen

h dalam transaksi M a diikuti

ahn adalah suatu jenis perja 1an suatu

14

barang ai tanggun osedur tra tersebut

keraguan akan a kad dalam satu t

datangani a rahn secara aan atau

ktu dim? AennE P' HRIE satu ake san akad

ybrid contract
membuat transaksi ini berpotensi menjadi transaksi yang dilarang oleh
Rasullullah saw., yaitu dua akad dalam satu transaksi.

Transaksi MULIA di Pegadaian Syariah, juga terindikasi menjual produk

yang belum menjadi miliknya. Pemesanan produk baru dilakukan setelah

transaksi akad murabahah di tandatangani. Hal ini memberi indikasi adanya

4 Zainuddi Ali, Hukum Gadai Syariah, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.
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transaksi yang gharar atau spekulasi yang dilarang oleh syariat dimana
seharusnya produk sudah menjadi milik dan berada dalam penguasaan pihak
Pegadaian Syariah sebelum transaksi dilakukan.

Transaksi ini juga dalam prosedurnya berpotensi termasuk dalam

transaksi yang dzalim karena adan an menggadaikan produk yang telah

disepakati dalam prosedur_j pada akad murabahah yang

berakibat pada menij i ayarkan oleh nasabah.

s, pokok

ian ini yaitu bagaiman

dan ake si produk MULIA di U h cabang
masalah sebagai beriku
1. an hybrid contract pada tr i pro IA di
2. i i rtransaksi Aybrid ¢t produk
gkajene.

3. cabang
D.

1. TujuanPenelitian

a.  Untuk mendeskripsikan ketentuan Aybrid contract dengan
menggunakan akad murabahah dan akad rahn pada proses transaksi
produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.

b.  Untuk mengkaji implementasi antara teori dan aplikasi dengan

menggunakan Aybrid contract pada transaksi produk MULIA di Unit
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Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.
c.  Untuk mengetahui prospek produk MULIA di Unit Pelayanan
Syariah cabang Pangkajene.

2. Kegunaan Penelitian

a.  Kegunaan Teoritis
1) Hasil peneli nguraikan secara runut

bahah dan rahn pada

membangun metode y

iharapkan dapat menj

anjut

b. Praktis

hal ini nasabah Pegadaian’Syariah tentang pentingnya keselarasan
antara teori dan aplikasi akad murabahah dan rahn pada transaksi

MULIA di Pegadaian Syariah.

E. Garis Besar Isi Tesis
Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian

penutup. Uraian garis besar isi tesis, sebagai berikut:
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1. BAB I yaitu pendahuluan berisi latar belakang, focus penelitian dan
deskripsi focus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta garis
besar isi tesis.

2. BAB II yaitu landasan teori, berisi penelitian yang relevan, analisis teoritis

subjek, meliputi implementasi akad murabahah dan rahn (hybrid
contract), teoretis peneli
pendekatan penelitian,

penelitian, instrumen

1, teknik

nelitian dan pembahas
implikasi dan rekomen
s terdiri dari daftar pu
i, pedoman wawancara, s i n, surat

riwayat

PAREPARE
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kajian penelitian seb
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian yang Relevan

Sepengetahuan peneliti, belum_.ada penelitian yang mengkaji tentang

ULIA di Pegadaian Syariah. Akan

nelitian penulis terdapat

5 dengan
jud duk Murabal : si Abadi d g Syariah
an yang
peneliti
Logam

Wildan

pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Peneliti
mendeskripsikan hasil penelitiannya dengan mengumpulkan dan menemukan
data-data yang menjadi fokus utama penelitian di lokasi penelitian. Informan

dan lokasi yang digunakan adalah sama yaitu karyawan dan nasabah di

“Muhammad Wildan, Produk Murabahah Logam Investasi Abadi Di Pegadaian

Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto) diakses
dari https://anzdoc.com>produk _murabahah. pdf pada tanggal 12 Mei 2018.
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Pegadaian Syariah. Selanjutnya hasil penelitian Muhammad Wildan
menyebutkan bahwa prosedur bertransaksi Murabahah L.ogam Mulia untuk
Investasi Abadi telah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam

penelitian ini, peneliti menemukan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia men etentuan bertransaksi dengan akad
Murabahah dan rahn, be ementasikan dalam transaksi
ini disebabkan L

ketentuan tenta

RD. Damanhuri deng
nal dan Syariah (Stud aian Unit
ank Syariah Cabang J: pen
engenai perbandingan gadai seca
it Buluran an Bank

n ini bertujuan

mekanisme s di Bank S

bi dan IPJAPE(EPiERJE Kenali.

penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada salah satu unsur yang
peneliti lakukan yaitu objek penelitiannya adalah emas yang digadaikan,

sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian dimana dalam penelitiannya

'RD. Damanhuri, Perbandingan Gadai Emas Secara Konvensional dan Syariah (Studi
Kasus pada Pegadaian Unit Buluran Kenali dan Bank Syariah Cabang Jambi) diakses dari
www.academia.edu. pada tanggal 24 juli 2018.
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Damanhuri membandingan gadai emas di pegadaian konvensional dan bank
syariah.

B. Analisis Teoretis Subjek

1. Teori Penetapan Hukum Ekonomi Islam

Fatwa-fatwa DSN-MUI diputuskan dengan metodologi

penetapan fatwa yang di etidaknya ada 4 (empat)

solusi fikih yang dij dasan dalam men wa DSN-MUI,; yaitu
al-Tay: 7 alal “/ lhar, dan

Tahgiq

7 diartikan “sebagai m
namun aksudnya fatwa DSN
keluar solusi terbaik selama

penggunaan metode te

1i al-taysir). itu tidak dib n karena
menimb i = . ode ini dim:

edoman. Tid ng suatu

Langkah operasionalnya adalah® mencari solusi fikih yang secara dalil
lebih kuat dan sekaligus lebih membawa kemaslahatan. Namun apabila hal itu
tidak bisa dilakukan, maka yang didahulukan adalah pertimbangan kemaslahatan,

sedangkan kekuatan dalil (agwa dalilan) dijadikan pertimbangan setelahnya.

Y"Ma’ruf Amin, “ORASI ILMIAH, Solusi Hukum Islam (Makharij Figiyah) Sebagai
Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia”, (Kementerian Agama UIN Maulana Malik
Ibrahim, Mei 2017), hal. 7.
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Tidak menutup kemungkinan karenanya dalam fatwa DSN-MUI didasarkan pada
pendapat ulama yang dulu dianggap sebagai pendapat lemah (gau/un marjuhun),
namun karena situasi dan kondisi saat ini pendapat tersebut dianggap lebih

membawa kemaslahatan, contohnya adalah penerapan kaidah penetapan hukum

ekonomi syariah yang selama ini a dua pandangan, yakni pandangan

substantif yang menjadik an isi (al-maqashid wa al-
ma’ani) sebagai kaid enentukan hu andangan legal-formal

kalimat dan bentuk (a

alah terkait dengan pe
afriq baina al-halal wal haram). Um
puran antara i kan yang

kaidah “apa

ran tersebut dihu

> PAREPARE

bidang ekonomi. Kaidah tersebut lebih cocok digunakan dalam bidang pangan,
khususnya yang cair. Halal-haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya
(‘ain), sehingga jika terjadi percampuran maka akan terjadi persinggungan dan

persenyawaan yang sulit dipisahkan. Dalam kondisi seperti itu maka tepat

*Ma’ruf Amin, “ORASI ILMIAH, Solusi Hukum Islam (Makharij Figiyah) Sebagai
Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia”, (Kementerian Agama UIN Maulana Malik
Ibrahim, Mei 2017), hal. 10.
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menggunakan kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram,

maka percampuran tersebut dihukumi haram.”

Apabila pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan,

misalnya dalam kasus percampuran antara harta yang halal dan yang tidak halal,

maka kaidah ini tidak coco dan yang lebih tepat adalah

menggunakan kaidah pemi haram (tafriq baina al-halal

silan sah, sedangkan da

dan dia : ntingan umum.

at dirujuk dari keteran ula Shalah

bagaimana dinukil oleh al-Suyuthi dalam kitab A ah wa al-

gian haram yang dike

‘:"J.Tlll Vk' dld ila i | a harus

Ibnu Taimiyyah dalam kitab Fatawa Ibn Taimiyyah juga menyatakan:
Jika seseorang hartanya tercampur antara unsur yang halal dan yang haram maka

unsur haram harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya.20

YAl-Suyuthi, Al- Asbah wa al-Nadzair, diterjemahkan oleh Muhlish Usman, Kaidah-
kaidah Ushuliyyah dan Fighiyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 10.

®Ipn Taimiyah, Majmu Fatawa Syaikh al-Islam, diterjemahkan oleh Muhlish Usman,
Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fighiyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 16-17.
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Teori tafiiq al-halal ‘an al-haram digunakan di fatwa DSN-MUI dengan
pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi syariah belum
bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi.

Setidaknya institusi ekonomi syariah berhubungan dengan institusi ekonomi

konvensional yang ribawi dari yermodalan, pengembangan produk,

maupun keuntungan yang a, pendirian bank syariah

atau unit usaha syaria Bank Konve Diantara umat Islam ada

yang meragukan produk  Unit  Usahe ariah karena modal

nvensional sehingga dik
pakan modal atau pe g oleh dari
kan pada bunga. Penda asal dari
ahulu, maka sisanya dapat an modal

syariah atau

berikutnya

shu’ubah al-amal). Salah satu caranya dilakukan dengan menguji kembali
pendapat yang mu’tamad dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang
selama ini dipandang lemah (marjuh bahkan mahjur), karena adanya ‘illah hukum
yang baru dan/atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan; kemudian

pendapat tersebut dijadikan pedoman (mu tamad) dalam menetapkan hukum.

Teori ini merupakan jalan tengah atau moderat di antara pemikiran pakar

hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar (mutasahil) dalam menerapkan
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prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam terjebak pada
labeling atau penamaan saja. Sebaliknya dengan teori ini pengembangan ekonomi
Islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran figh

klasik yang mungkin sulit diaplikasikan kembali pada era sekarang (mutasaddid).

Dasar teori ini adalah kaidah: “Huk berjalan sesuai dengan 7//ah-nya, ada

dan tidak adanya (al-hukm

ang dikemukan jum
an bagi wakil menye
kepada orang lain ka

i wakil sehingga dapat mer

m/ 'lllat)
adalah analisa untuk mengetahui adanya alasan hukum (“i//ah) lain dalam satu
kasus, selain illat yang diketahui sebelumnya, baik melalui nash, ijma, ataupun
istinbath. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSNMUI/V/2010 tentang Murabahah Emas
adalah contoh penerapannya. Fungsi emas dalam sejarah Islam adalah sebagai
alat tukar atau uvang. Oleh karena itu, jika emas akan diperjualbelikan maka harus

dilakukan secara tunai untuk menghindarkan terjadinya riba nasa’ (riba karena

pertukaran barang ribawi sejenis yang dilakukan tidak secara tunai). Dalam
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Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak
Tunai, dibolehkan emas dijadikan obyek jual beli tidak tunai, baik secara
angsuran (fagsith) maupun tangguh (¢a jil) selama emas tidak menjadi alat tukar

yang resmi (uang). Keputusan ini antara lain didasarkan atas alasan bahwa saat

ini masyarakat dunia tidak lagi menj as sebagai alat tukar (uang), tetapi

memperlakukannya sebagai arena itu larangan menjual

belikan emas secara ti berdasarkan had dak berlaku lagi karena

illat hukum laranga berubah”. Semua hz disebutkan di atas

h adalah

boleh, terd il yang 13 ini ika lebar
pintu elak bosan dan inovasi-inov pe n hukum
Islam te ono h.*!

a. enet a

yak tahapan yang harus dilalui lum sebuah f tetapkan

lama Indon

angan, bisa
u masalah ﬁaﬁ‘aﬁi

nisasi F enetapan

bisa dibuat amanah

untuk

Fatwa sebagai

berikut:

1) Sebelum fatwa ditetapkan, MUI melakukan kajian komprehensif guna

memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang sedang dipantau. Tahapan

“"Ma’ruf Amin, “ORASI ILMIAH, Solusi Hukum Islam (Makharij Figiyah) Sebagai
Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia”, (Kementerian Agama UIN Maulana Malik
Ibrahim, Mei 2017), h. 12.

“?http://www.hukumonline.com/berita/baca/It5895d234d1736/simak-yuk—8-tahap-proses-
penetapan-fatwa-di-mui. Di akses pada 22 Agustus 2018.
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2)

3)

4)

5)

20

ini disebut sebagai tashawwur al masalah. Selain kajian, tim juga membuat
rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan
titik kritis dari beragam aspek hukum (syariah) yang berhubungan dengan

masalah.

Menelusuri kembali dan men angan fugaha (ahli fikih) mujtahid

masa lalu, pendapat p a yang mu’tabar, telaah atas

fatwa terkait, d ara ahli fikih terkait
masalah yang
etensi di

analisis.

at penting, pembahas beberapa

an dalil-dalilnya (ma’l j d/arurah),

akan menetapkan fatwa den hukum

an sudah

antara pendapat dapat melalui metode al-jam’u wa al-taufig. Sedangkan jika
tidak tercapai titik temu, penetapan fatwa didasarkan pada hasil zarjih
melalui metode muqgaranah (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-

kaidah ushul figih mugaran.™

ZAsrorun Ni’am Sholeh, “Pedoman dan Prosedur Penetapan fatwa”, Sekretaris Komisi

Fatwa MUI.
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6) [jtihad kolektif di antara para anggota Komisi Fatwa jika ternyata tidak
ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang mu tabar.
Metode penetapan pendapat itu lazim disebut bayani dan ta’lili (giyasi,

istihsani, ilhaqiy dan sad al-dzaraa’i), serta metode penetapan hukum

(manhaj) yang dipedomani para

7) Dalam masalah yang te ngan peserta rapat, dan tidak

g ) >d elua

al- al-khilaf).**

fat iasa memperhatikan ot gat um oleh
am bangkan kemaslahatan rta t

aqas. syariah)

id Contract

8)

contract berasal yang bera ak yang

hybrid diserap da Indonesia menjadi
yang bg ersilangaBARlErBARnE)erbeda. contract
secara ndonesia

disebut dengan multiakad.

Menurut ilmu fikih, multiakad adalah terjemahan dari bahasa Arab yaitu
al-‘uqud al-murakkabah yang artinya akad ganda atau akad rangkap. Akad
rangkap atau multiakad ini dimaknai sebagai meleburnya dua akad atau lebih

yang memiliki implikasi dan akibat hukum yang satu.

2 Asrorun Ni’am Sholeh, “Pedoman dan Prosedur Penetapan fatwa”, Sekretaris Komisi
Fatwa MUI.
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Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam figih
muamalah terbilang sangat banyak. Akad muamalah digunakan sebagai
instrument pengganti untuk memperoleh profit pada lembaga keuangan syariah

setelah adanya kesepakatan yang menyatakan bahwa bunga adalah riba.

Jumlahnya bisa mencapai belasan ji luhan. Sungguhpun demikian, dari

sekian banyak itu, ada h banyak dikembangkan

sebagai sandaran p dan investasi dalam

mbali dan Ibnu Taimi

ng menyatakan hukum ah boleh

sampai mengharamkannya. dasar
melarang multi akad men tidaklah

i larangan p ad yang

Jammad berpen ukum asal dari adalah

nsaksi it idked Ssclania” $lidp? dked yane

diberlakukan secara umum tetapi dikecualikan pada kasus yang diharamkan

menurut dalil itu. Kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum

®Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), h. 101.

%% |bnu Thaimiyah, Al- ‘4gd, diterjemahkan oleh Hasanuddin Maulana, Multiakad dalam
Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah, Al- Iqgtishad: Vol. Ill, No.1,
Januari 2011, h. 157.
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yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan
perjanjian yang telah disepakati.”’
Nazi Hammad mendefenisikan multiakad (a/-‘agd al-murakkab) sebagai

kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua

akad atau lebih, seperti jual beli menyewa, hibah, wakalah, gardh,

muzara’ah, sahraf (penu dharabah, dan seterusnya,

sehingga semua aki dari akad yang tersebut, serta semua

dalam satu akad. Multiakad yang seperti ini dapat terjadi dengan
berkumpulnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda dalam satu

akad terhadap dua objek dengan satu harga. Bisa pula terjadi dalam dua akad

" Nazi Hammad, Al-‘Uqud al-Murakkabah Fi Al-Figh Al-Islamy, diterjemahkan oleh
Hasanuddin Maulana, Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan
Syariah, Al- Igtishad: Vol. 111, No.1, Januari 2011, h.159.

*®Ali Amin Isfandiar, Analisis figh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan
Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Religia, Vol 10, No. 2, November 2013,
h. 207.
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yang berbeda akibat hukumnya berada dalam satu akad terhadap dua objek
dengan dua harga. Bisa juga pada dua akad dalam satu akad yang berbeda
akibat hukumnya atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu

bersamaan atau dalam waktu yang berbeda.

. Akad berlawanan (a/-‘uqud ‘dhah wa al-mutadhadah wa al-
mutanatiyah) yang k akna yaitu mengandung

berarti berlawanan,

ian tersebut, ahli fiki

nan, yaitu:

nama tidak cocok unt

ap d yang berlawanan tidak lam satu

dengan satu nam

a sebab yan i < bat yang

i PAREPARE

hukum

Terhimpunnya dua akad jual beli dan sharf dalam satu akad. Mayoritas
ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum
kedua akad itu saling menafikan karena dalam jual beli dibolehkan khiyar
dan penundaan tetapi dalam sharf, penundaan dan khiyar tidak dibolehkan.

e. Menghimpun jual beli dan ijarah danjual beli dengan sharf dengan satu

imbalan menimbulkan dua pendapat. Pertama pendapat yang menyatakan
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kedua akad batal disebabkan hukum dua akad berlawanan dan tidak ada
akad prioritas atas yang satu dengan yang lain. Pendapat kedua
menyatakan sah kedua akad dengan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai

dengan harga masing-masing objek akad.

Penggabungan dua akad a memiliki harga berbeda dengan

satu imbalan (“/wa tau menjual barang yang
dinyatakan ba i terimanya dihukumi

masing-

etentuan

atau semuanya memil

dan sewa dimana dal

akibat

hukumnya. Akad sejenis dapat terdiri dari satu jenis akad, misalnya jual beli

dengan jual beli atau dari beberapa jenis akad, misalnya jual beli dan sewa

menyewa. Multi akad sejenis dapat pula terbentuk dari dua akad yang

memiliki hukum yang sama atau berbeda.”’

Ali Amin Isfandiar, Analisis figh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan

Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah,Jurnal Religia, Vol 10, No. 2, November 2013, h.

207.
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Adanya teori yang menyatakan bahwa syariah melarang dua akad dalam
satu transaksi yang menjadikan Aybrid contract sebagai solusi dalam
bertransaksi. Pada dasarnya, nabi Muhammad saw. mengeluarkan larangan fwo

in one hanya pada tiga kasus saja, yaitu:

a. Larangan dua jual beli d bai’ataini fi bai’atin). Imam

Syafi’l mencontoh : saya jual budak saya

saya. Artinya milik

jual kedua adalah jual bel
gai syarat dan mengi
para am hal ini adalah pend

ulkan ketidakjelasan harg

b. a kesepakat

d seperti ini m

PAREPARE

melarang jual beli dengan pemesa barang dalam satu akad. Contoh dari
akad seperti ini adalah pembelian dengan pemesanan barang dengan
pembayaran didepan (indenf). Imam Syafi’i juga mencontohkan dengan
transaksi pembelian rumah seharga seratus dengan syarat dia meminjamkan
(salaf) kepadanya seratus, maka akad jual beli ini tidak sah karena adanya

ketidak jelasan apakah pemanfaatan dari uang seratus itu dari jual beli atau

pinjaman
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Ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i mengharamkan multiakad.
Dasar diharamkannya multiakad ini karena nash dalam beberapa hadis,
diantaranya yang menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda tidak halal

menghutangkan sekaligus menjual, tidak halal adanya dua syarat dalam satu

transaksi jual beli dan tidak halal me il keuntungan dari barang yang tidak

dapat dijamin, juga tidak ha bukan milikmu.*

d : i Mis

lalu menjual barang se rat

seribu g yaran dua ribu. Si pem empe
tiga rat

a ulama yang melarang dis an s

diperlukan. Perkembangan zaman membuktikan bahwa banyak praktik muamalah
dan transaksi keuangan yang belum pernah ada pada masa Nabi dan tidak
disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama menjadikan kebutuhan akan

adanya akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan.

¥ Hasanuddin, Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada LKS. Makalah
IAEI. www.academia.edu, h.18.
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Ibnu Taimiyah dan ulama mazhab Malikiyah berpendapat bahwa
multiakad merupakan jalan keluar yang diperbolehkan dalam syariat selama
mengandung manfaat dan tidak ada unsur-unsur keharaman dalam transaksinya.

Transaksi pembelian emas di pegadaian syariah menggunakan akad

murabahah dan rahn. Kedua ak akan apabila nasabah melakukan

transaksi non tunai. Pih muka sesuai kesepakatan,

batan bayar. Selama

satu dari

berbeda

rspektif figh muamala

bentuk fat amanah (bai’ al-

liy
dengan li musawwa j i Akad ini

beli dan

ra penjual d

g disampaik

besarnya angsuran jika barang dibeli secara angsuran.*

$'Wiroso, Jual Beli Murabahah,(Y ogyakarta: UII Press, 2005), h. 14.

32 Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul
Mougtashid, diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, Buku II (Jakarta: Akbar Media, 2017), h.
374.
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Secara etimologis, murabahah berasal dari kata al-ribh atau al-rabh yang
bermakna kelebihan atau tambahan dalam penjualan. Dengan kata lain, al-ribh
diartikan sebagai keuntungan atau laba atau faedah.™

Dalam al Qur’an, kata al-ribh dengan makna keuntungan dapat

ditemukan pada Q.S. al-Bagarah/3: 16

Terjemahnya:

Mereka Itul
tidaklgh er

gan petunjuk, maka
h mereka mendapat

jual beli
terdapat
bstansi pengertian m

ariasi bahasa yang

t ulama Ha d dengan hah ialah

epemilikan sesuat i elalui akad { 1 dengan

disertai tamb

MalikiyaPKﬂﬂEP‘nun E“lnisi m

sebagai keuntungan yang sama dan diketahui kedua pihak yang berakad.

33 Ahmad Warson Munawwir, A/-Munawwir Kamus Arab Indonesia, Cet. IV, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), h. 463.

% Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012),
h. 3.
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Ulama Syafi’iyyah mendefinisikan murabahah itu sebagai jual beli dengan
seumpama harga awal atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan

yang didasarkan pada tiap bagiannya.”’

Lebih lanjut, Imam Syafi’i betpendapat, jika seseorang menunjukkan

suatu barang kepada orang lai kan barang seperti ini untukku

dan aku akan meml nudian orang itu pun
membelinya, maka i menamai transaksi

sejenis

dengan [i al-amir bi asy-syira’.

laskan murabahah ada uala n harga
ntung yang diketahui.’ ian

pembel

adalah ¢ al bel

ng dengan menyatakan harga ehan

atau ma ng disepakati 1i.*®

ahah adalah

tersebut Ptnbn EIPJAaR Emtungan n) yang

a Dbiaya ate

Rusyd yang mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga

% Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, ( Jakarta: Prenada
Media, 2003), h.160.

3Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik, Cet. 24 (Jakarta:
Gema Insani, 2001), h.102.

Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Terjemah, Jilid 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.M.,
Fikih Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1988), h. 82.

*®Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, ( Jakarta: Prenada
Media, 2003), h.161.
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asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini,
penjual harus memberitahu harga barang yang dijual dan menentukan suatu

tingkat keuntungan sebagai tambahannya.*’

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang

pada harga asal dengan tam yang disepakati. Jual beli

awa harga produk yang

penjual terlebih

dahulu. ih Islam,

antara i, Imam

The key requirement of Murabaha is that financial institution must own the
good before transferring it to the customer. The financial mstzltutzon
Justities its profit based on the risk it assumes fiom buying the asset.

¥Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik...h, 102.
“°Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Hag, 2004), h.88.

“Shirley Chiu and Robin Newberger, “Islamic Finance: Meeting Financial Needs with
Based Products,” Jurnal Profitwise News and Views, February 2006.
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Prosedur akad murabahah di Pegadaian Syariah dengan cara pihak
Pegadaian Syariah membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh
nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasoknya yaitu PT. Aneka

Tambang (ANTAM) kemudian menjualnya kepada nasabah dengan

menambahkan keuntungan dan n yar secara angsuran dalam jangka

waktu yang telah dite angsuran atau kredit ini

a) Al-Qur’an

Merujuk kepada kehalalan jual beli dan keharaman riba terdapat dalam

Q.S. Al-Baqarah(2): 275 yang berbunyi:

“2 Zainal Arifin, Memahami Bank Syariah, Cet. I, (Jakarta: Alvabet, 2000), h.116.
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A A d - 95/ /,éf

PEVE }AeU‘gi&qo‘&iﬁjb
Terjemahnya:

Orang-orang yang riba tidak dapat berdiri
melainkan sepe : emasukan syaitan lantaran
e a. 1g demikian itu, adalah

berkata (berpendap:s ngguhnya jual beli itu
alalkan jual beli dan
epadanya
bil riba),
datang
kembali
i neraka;

iatas, Allah SWT den ; lkan jual
beli da a, meskipun pada trans

i, namun terdapat perbe

nya, trarP(nRtEaP*rR dalam Q

29, seb
Z Al e
f oo

Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

“*Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012),
h. 47.
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kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.**

Kandungan ayat diatas memberi penckanan kepada orang beriman agar
tidak memakan harta sesama mereka dengan jalan yang bathil, seperti riba, judi

dan tipu muslihat melainkan har elalui cara yang disyariatkan yaitu

perdagangan yang didal aan antara penjual dan
pembeli.Transaksi ya ai sarana memperoleh

harta kekayaan.

o, sebagai berikut:

i3S B & 56 - 5

PAREPAR

Fatwa tentang murabahah yang mengikat secara hukum atau sifatnya /azim
kepada penjual dan pembeli barang adalah tuntutan hukum figh modern berkaitan

dengan muamalah maliyah, khususnya dalam praktik perbankan berdasarkan

“**Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012),
h.83.

“SAbi Abdullah Muhammad, Penerjemah H. Zainuddin Hamiidy, dkk, Shahih Bukhori,
Jilid 1-1V, (Beirut Libanon: Darul Al-Kutub Al-limiyah, 1981), h.228.
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metode sad al-zari’ah, yaitu untuk menghindari pembatalan akad oleh pemesan
yang akan menimbulkan kerugian pada pihak Pegadaian Syariah.** Ibn Hazm
menukil dari Ibn Syabramah bahwa semua perjanjian yang berorientasi

muamalah bersifat /azim atau mengikat dan memaksa pihak-pihak yang

melakukan ikatan perjanjian seb ditegaskan oleh kaidah figh yang

menyatakan pada dasa sti dan mengikat semua

dan syaratnya, serta

ran  dilakukan dalam

terus dilakukan oleh lembaga keuangan.

b) Murabahah dengan pesanan, yaitu jual beli yang dilakukan oleh kedua belah

pihak atau lebih dengan melakukan negosiasi dan berjanji untuk

*®M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Cet. Il, ( Jakarta: Ul Press, 2011), h.
171

“"Ali Jum’ah, Mausu’ah al-lgtsad al-lslami fi al-Masarif, diterjemahkan oleh Rahman
Ambo Masse, Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah Secara Non Ligitasi (Yogyakarta: TrustMedia, 2017), h. 91.
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melaksanakan kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta
bantuan lembaga keuangan untuk membeli aset yang kemudian dimiliki

secara sah oleh pemesan dengan pembayaran tunai atau kredit.*®

b. Akad Rahn

1. Defenisi Rahn

Definisi rahn a

> Rahn
jaminan
pada saat transa se a yang n am ada upa a untuk menebus barang

yang menjadi jaminan.

“®Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: Ull Press, 2005), h. 77-78.

“*Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, Cetakan ke-VIIl , (Jakarta: Rajawali Pers,2011),
h.275.

*Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet. VI (Jakarta: Gaya Media Pratama,2013), h. 251.
*'Rahmat Syafei, Figih Muamalah, Cet. 11, (Bandung:Pustaka Setia, 2007), h.159

%2Roikhan, Efeisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia,
Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No. 1, (2017), h. 12.
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Rahn is one of the forms of the contract that contains loan agreements by
ensuring the security of goods retained. Rahn can also be likened to al-
hasbu which means holding back the collateral at the time of the
transaction, so that the customer there is an effort to redeem the
guarantee goods.”

Definisi rahn menurut Abu Zakaria al-Anshari adalah menjadikan barang

atau benda yang bersifat harta sebag ercayaan dari suatu hutang yang dapat

dibayarkan dengan harta i

t haknya.™

ically, rahn i
ditor to the debtor d.
fault fio. cﬁ

yang menjadikan suatu harta sebag

*3Fikri, dkk, Innovation of Law on Contract in Sharia Pawnshop, dipresentasikan pada
seminar International Confrence Research On Education, Social, Science and Technology
(ICREST), 28-29 April 2018.

*Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UGM Press),
h.88

55Windy Indah, Dr. Muhammad Syafiullah,”National Shariah Board-Indonesia
Ulama Council (Case Study at Syariah Indonesia National Bank),” Rahn International Journal
Of Scientific of Technology Research, Jurnal Religia, Vol. 7, Issue 1, Januaray 2018.
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waktu tertentu dimana bila hutang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang

berhutang maka harta tersebut menjadi milik pihak yang memberi piutang.

Sifat rahn secara umum adalah akad yang bersifat derma atau disebut juga

akad sosial, sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai

(murtahin) tidak dapat ditukea berian murtahin kepada rahin

bertakwa kepada Allah, Tuhann

Selain surah Al-Bagarah ayat 283 diatas, ada pula hadis yang
diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan kebolehan gadai. Hadis ini juga
dengan jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa gadai telah dipraktekkan

secara luas di masa Rasulullah SAW, sebagai berikut:

**Rahmat Syafei, Figih Muamalah, Cet. 111, (Bandung:Pustaka Setia, 2007), h.160.

*"Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah,...h. 49
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e 42 50 458 53 Jal L Glads 50 563 6 53 g agde 4 s il ) Lo ) oy Al e
(@B ENRPE) RN

Artinya:

Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah bersabda: Rasulullah SAW
membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju
besinya.” (HR. Bukhari)*®

Para ulama sepaka Kebanyakan dari para ulama

berpendapat bahwa r dapat dilakukan ¢ o mukim seperti yang

dilakukan ole ane vane dala al ini berdasarka alil bahwa

g di an tanpa imbalan jasa

sepak dilandasi tabiat manus i epas dari
idak ada seorang pun y
anpa bantuan orang lain. Pinjam

satu bag i siklus kehi

lonesia, la

Nasionap : D02 yang

Dewan
menyat

bentuk

Dewan Syariah Nasional menimbang dan memandang perlu untuk
menetapkan fatwa agar dijadikan pedoman tentang rahn, yaitu menahan barang

sebagai jaminan atas utang. Ketetapan No: 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan

®Abi Abdullah Muhammad, Shahih Bukhori, Jilid I-IV, diterjemahkan oleh
Zainuddin Hamiidy, dkk., h.254.

59Sayyid Sabig, Figih Sunnah, Terjemah, Jilid 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.M.,
Fikih Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1988), h. 82. (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), h 349.

897 ainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Cet. 1, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.27.
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bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam

bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau

barang sampai semua utang rahin. yaitu orang yang menyerahkan barang,

dilunasi.
b. Marhun dan manfaatn n. Pada prinsipnya marhun

tidak boleh dim oleh murtahin ke rahin, dengan tidak

jadi kewajiban rahin.

an dan penyimpanan m

1) jatuh temp

si hutangnya.

a rahin tMﬂ)EBAﬁREﬂya, mak un dijual

2)

3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya

menjadi kewajiban rahin.

f. Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan
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melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan, diubah dan disempurnakan sebagaimana

mestinya.

Aturan mengenai ga; ada Fatwa No. 26/DSN-

MUI/II1/2002 tentan s, sebagai berikut:

Akad rahn tidak membolehkanfadanya syarat dalam transaksi. Ketidak

bolehan adanya syarat dalam akad rahn adalah untuk menjaga agar tidak ada
pihak yang dirugikan. Misalnya ketika akad diucapkan “apabila rahin tidak
mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun
(jaminan) menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang,” sebab boleh jadi
pada waktu pembayaran telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun

akan lebih kecil dari pada utang rahin (orang yang memberikan jaminan) yang
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harus dibayar, yang berakibat pada kerugian dipihak murtahin. Boleh jadi pula
ada kemungkinan harga marhun pada waktu pembayaran lebih besar jumlahnya

daripada utang yang harus dibayar yang berakibat pada kerugian dipihak rahin.

Akad gadai yang didalamnya terdapat syarat, maka akadnya dianggap

tetap sah tetapi syarat-syarat did gap batal. Apabila tenggat waktu

pembayaran dan rahin a, hak murtahin adalah
menjual jaminan ata 4 i itu sendiri atau pihak
lain der ku | hanyalah

sebesar a, dengan aki i a penjualan a bih besar

a, harga

e e s

B

PAREPARE

Artin

L : , : S bersat ] ak boleh
dimiliki, raAn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas
keuntungan dan kerugiannya.”

Akad gadai bisa menjadi batal sebagaimana dijelaskan dalam hukum

kompilasi ekonomi syariah, apabila harta gadai belum dikuasai oleh penerima

' Abi Abdullah Muhammad, Shahih Bukhori, Jilid I-IV, diterjemahkan oleh
Zainuddin Hamiidy, dkk., h.258.
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gadai atau penerima gadai membatalkan sendiri akadnya atau bisa juga karena

pemberi gadai membatalkan akadnya dengan persetujuan penerima gadai.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang

Murabahah dan rahn

Dewan Syariah Nasion Indonesia mengeluarkan fatwa

yang berkaitan dengan

1. Nomor 4/DSN /2000 tanggal 1 April 2

3. 2000 Tanggal 16 Sep o Diskon

4. 2000 Tanggal 16 Sep : ksi atas
Nas ampu yang

5. /DSN-MUI/I1I/20

n b g dana
rdasarkan prinsip jual beli dan dalam
rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan

kesejahteraan dan berbagai kegiatan, LKS perlu memiliki fasilitas murabahah

bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih
sebagai laba.”

827ainal Arifin, Memahami Bank Syariah, Cet. I, (Jakarta: Alvabet, 2000), h.118.
®3Fatwa DSN-MUI NO: 04/1V/2000 Tentang Murabahah.
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Pertimbangan akan urgensi penyaluran dana dari LKS kemudian membuat

DSN-MUI menetapkan fatwa tentang ketentuan umum Murabahah dalam

perbankan dan LKS, sebagai berikut:

1.

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

Barang yang diperjualbelikan. t amkan oleh syari'ah Islam.

Bank membiayai seba mbelian barang yang telah

dilakukan secara utang
| barang tersebut kepa ) dengan
beli plus keuntungan ‘ ini Bank
beritahu secara jujur harga pokok baran ada berikut
y diperlukan.

Nas embayar har ah disepakati terse

entu yang telah dise

cegah teBdAaBnE?&ﬂtE kerusaka

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang,

secara prinsip, menjadi milik bank.

DSN juga menetapkan ketentuan murabahah kepada nasabah, sebagai

berikut:
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1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau
aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu
aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah
harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah
disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua
belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang
muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank
harus dibayar dari uang muka tersebut

6. Jika nilai vang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,
bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka,
maka:

b) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.

c) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut;
dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi

kekurangannya.
DSN menetapkan ketentuan jaminan dalam murabahah sebagai berikut:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya.
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2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat

dipegang.

Ketetapan DSN-MUI tentang ketentuan utang dalam murabahah,

sebagai berikut

1.

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak
ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut
dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan utangnya kepada bank.

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia
tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus
menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu

diperhitungkan.

Ketetapan DSN-MUI tentang ketentuan penundaan pembayaran dalam

murabahah:

1.

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian
utangnya.

Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

Ketetapan DSN_MUI mengenai ketentuan apabila nasabah mengalami

kebangkrutan dalam murabahah berbunyi, jika nasabah telah dinyatakan pailit
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dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia

menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam
Murabahah. Terkait dengan permintaan pembiayaan murabahah kepada lembaga
keuangan syariah, lembaga keuangan syariah tersebut dapat meminta uang muka
untuk menunjukkan kesungguhan nasabah. Adapun ketentuan-ketentuan terkait
dengan uang muka dalam murabahah diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN-MUI
No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah, sebagai

berikut:**

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS)
dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan
ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta
tambahan kepada nasabah.

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan

kelebihannya kepada nasabah.

Fatwa DSN-MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam
Murabahah. Salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah penjualan suatu
barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) pembelian dan biaya yang
diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan, dalam praktiknya
penjual dalam hal ini lembaga keuangan syariah terkadang memperoleh potongan

harga (diskon) dari penjual pertama (supplier), dengan adanya diskon timbul

®Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah
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permasalahan, apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga
penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon,
ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada
pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon. Untuk mendapat
kepastian hukum, sesuai dengan prinsip syariah Islam, tentang status diskon
dalam transaksi murabahah tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa
tentang potongan harga (diskon) dalam murabahah untuk dijadikan pedoman
oleh LKS.

Berikut ketentuan-ketentuan diskon dalam murabahah sebagaimana
tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon

Dalam Murabahah:®

1. Harga (¢saman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh
kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (gimah) benda yang menjadi
obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.

2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang
diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual
beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah
harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.

3. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut
dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.

4. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan

ditandatangani.

Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas

Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Masyarakat banyak

®Fatwa DSN-MUI NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah
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memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan
pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS
dilakukan secara angsuran, dalam praktiknya terdapat nasabah yang mampu
terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli
maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan
kesepakatan diantara kedua belah pihak dimana hal tersebut merugikan pihak
LKS. Adapun terkait dengan hal tersebut DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa
DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah, yang berisi

ketentuan sebagai berikut:®

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa tersebut adalah sanksi yang dikenakan LKS
kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan disengaja.

2. Sedangkan terhadap nasabah yang tidak/belum mampu membayar
disebabkan force majeurtidak boleh dikenakan sanksi.

3. Terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh
dikenakan sanksi.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
Fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan
Pelunasan Dalam Murabahah. DSN-MUI dalam fatwa tersebut Sistem

pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati

®®Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah
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antara LKS dengan nasabah, dalam hal nasabah melakukan pelunasan
pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS
sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban
pembayaran tersebut, untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut
ajaran Islam, DSN-MUI telah menetapkan Fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-
MUI/II/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. DSN-MUI dalam
fatwa tersebut membolehkan LKS untuk memberikan potongan dari kewajiban
pembayaran terhadap nasabah dalam transaksi murabahah yang melakukan
pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati,
dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Adapun besarnya potongan

sebagaimana dimaksud diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

3. Te Ibnu Thaimiyah

adil pada hakikatnya te dan an sejak
awal k . sendiri s enekankan n dalam

setiap i itu, adalah g wajar

jika ke iwuyj ar, khususny . Secara
umum, aha ini bp‘lh“:Pa Rnn ilsadalah har dibayar
untuk a sebagai

ng yang
pertama kali menaruh perhatian khusus' terhadap permasalahan harga yang adil.
Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara ( ‘/wadh al-mitsl) tidak
sama dengan harga yang adil (fsaman al-mits/). Persoalan tentang kompensasi
yang adil atau setara ( 7wadh al-mitsl) muncul ketika mengupas persoalan
kewajiban moral dan hukum. Konsep harga yang adil menurut Ibnu Thaimiyah

adalah: “Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara
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umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-
barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu berbeda,”®’
Terma yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah

tentang masalah harga ada dua, yakni kompensasi yang setara/adil (‘/wad al-

Mitsl) dan harga yang setara/adi -Mitsl). Dia berkata, kompensasi

yang setara akan diukur setara, dan itulah esensi

dari keadilan (Nafs

menjual barangnya d ima a umum
dengan barang yang itu. an yang
iyah berhubungan den ip ti ukai dan

n, dengan berbuat ad

aimiyah me
pedagang.
(al-ribh
pan para
aimiyah
mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh
dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang
keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (gaban fahisy) dengan
memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada

(mustarsil).

lbnu Thaimiyah, Al-Hisbah Fi Al-Islam, diterjemahkan oleh Nur Chamid, Jejak
Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. I, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010) h. 233.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



52

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan yang
terkait adalah untuk menegakan keadilan dalam bertransaksi pertukaran dan
berbagai hubungan lainya di antara anggota masyarakat, kedua konsep ini juga
dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat

dari berbagai tindakan eksploitati a lain, pada hakikatnya konsep ini

akan lebih memudahka empertemukan kewajiban
moral dengan kewaji ial. Taimiyah, adil bagi

uk dijual

emiliki sebuah pema tentang
bagaim : ar bebas, harga ditentu ‘ intaan
dan per . iyah menyebutkan d e n, yakni

produks i ang-barang yang dimin yjlab Min

barang

berarti atu 0 tu faktor

dua faktor, yakni produksi lokal dan impor.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber penyediaan barang, yaitu
produksi lokal dan impor yang diminta. Konsep harga adil Ibnu Taimiyah hanya
terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang menggangu
keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang menggangu

terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi dimana semua faktor produksi digunakan
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secara optimal dan tidak ada kekosongn (idle), sebab harga pasar kompetitif
merupakan kecenderungan yang wajar. Ungkapan Ibnu Taimiyah tersebut juga
menggambarkan secara eksplisit bahwa penawaran bisa datang dari produksi

domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai

peningkatan atau penurunan d barang yang ditawarkan, sedang

permintaan sangat dite dapatan. Besar kecilnya

sekuensinya terhadap

a. ngat beragam dan b yan lain.
erbeda-beda tergant

b.

C.

barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka

harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal, ketimbang
jika kebutuhan itu kecil dan lemah.

d. Harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan

transaksi pertukaran barang itu.

®lbnu Thaimiyah, Al-Hisbah Fi Al-Islam, diterjemahkan oleh Nur Chamid, Jejak
Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet.l, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010) h. 237.
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e. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam
bentuk jual beli, jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah
dibandingkan jika membayar dengan uang yang jarang ada diperedaran.

f. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh

kedua pihak yang melakukan

g. Aplikasi yang sama eminjam atau menyewa.®’

Ibnu Taimiy apat jika ada sekelo usia yang melakukan

dalam 1

adalah

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga, yaitu

regulasi harga yang tidak adil diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman
dan regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Pada kondisi terjadinya
ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga

oleh pemerintah. Dalam kitabnya a/-Hisbah penetapan harga diperlukan untuk

**Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer,
Cet. V, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h.175.

"lbnu Thaimiyah, Al-Hisbah Fi Al-Islam diterjemahkan oleh Nur Chamid, Jejak Langkah
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 233.
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mencegah manusia menjual makanan dan barang hanya pada kelompok tertentu
dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka.’"
3. Kerangka Teoretis Penelitian

Model pendekatan implementasi yang dirumuskan oleh Donald S. Van

Meter dan Carl E.Van Horn n teori A Model of the Policy

Implementation. Teori iabel untuk memastikan

kesesuaian teori da dari suatu kebij . standar kebijakan,

yang harus dipenuh an akad
a, diskon, sanksi atas pe

transaksi akad rahn,

an marhun, jualan marhun d

, pemeli

a dan aturan perun but apabila tidak hi, maka

n bahwa tran enuhi syarat
bahwa
sepadan
dan har entu juga
menjadi bagian penting dalam transaksi ini.””Penetapan harga yang pantas untuk
menyatakan nilai suatu barang adalah indikator yang dapat menentukan apakah

produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan dijadikan alat investasi,

dalam hal ini logam mulia sebagai investasi jangka panjang.

"lbnu Thaimiyah, Al-Hisbah Fi Al-Islam diterjemahkan oleh Nur Chamid, Jejak Langkah
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). H. 233.

?Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar:2010), h. 79
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Berdasarkan beberapa teori yang dikembangkan dalam penelitian ini,

maka kerangka pikir digambarkan sebagai berikut:

Hybrid Contract di
Pegadaian Syariah

v

-

- vang muka
- diskon

Akad Murabahah:

- sanksi penundaan bayar
- pelunasan dipercepat

N 7

\

Akad Rahn:

- kepemilikan marhun
- pemanfaatan marhun
- pemeliharaan marhun
- penjualan marhun
-penyelesaian sengketa

)

v
fTeori Penetapan\

Fatwa:

-Taysir al-Manhaji

-Tafriq al-Halal wa
al- Haram

-I’adhah al-Nadhar

|

/ Fatwa DSN MUI
tentang Murabahah
dan rahn:
1. No. 4/DSN-

N

MUI/III/2002 tentang

Murabahah
2. No. 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang

-Tahqiq al-Manath

N .

k rahn

/

v
/ Teori Penetapan\

Harga:

- kebutuhan yang
beragam

- permintaan

- pelaku pasar

- ketersediaan
barang

-alat pembayaran

Ktuiuan akad /

l

Implementasi pada
Transaksi MULIA
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BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah aelitian deskriptif kualitatif dengan

menggunakan teknik trian ang bersifat empiris dimana

didalamnya digamba able-variabel yang etode ini diharapkan

dapat itian yang
diteliti MULIA

aplikasi

awan di lokasi penelitian a laku

si dengan kat, baik
nasabah ma

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau

1. Sumber data primer

objek yang diteliti.”” Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan
bersumber dari nasabah dan karyawan Unit Pelayanan Syariah Cabang

Pangkajene.

8 Moh. Nazir, Metode Penelitian , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54
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2.  Sumber data sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku
ilmiah, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian

dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, peraturan perun-undangan, jurnal

ilmiah serta fatwa Dewan S 1 yang berhubungan dengan objek

penelitian.

D. Waktu dan Loka

2 bulan
an, mulai dari pengur e hingga

ian keabsahan data dala

si penelitian ini di Unit Pelayanan Sy 3 gkajene.

dipilih kar i ah yang
syariah
a dengan

dapatkan

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik

yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada transaksi

murabahah dan rahn pada pembiayaan produk MULIA di pegadaian Syariah.
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2. Wawancara dengan menggunakan lembaran wawancara, dan alat perekam
berupa HP.
3. Dokumentasi dengan menggunakan instrumen berupa HP

4. Catatan lapangan ( field note)

F. Tahapan Pengumpulan Da

a. Tahap persiapan

lanjutan.

kan ancara kepada narasumber yang ikan i sumber

i penelitian.

c. Tahap penyajian data.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data.”®
G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

field research: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh

"Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Parepare: Program Pascasarjana
STAIN Parepare, 2015), h. 67-68.
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data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti
pada saat melakukan penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah penga ilakukan secara sengaja, sistematis

mengenai fenomena sosi nampak untuk kemudian

dilakukan pencatata al ini, peneliti t mati secara langsung

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan
perkiraan. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen
penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta
cacatan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian dilapangan. Dokumen-

dokumen yang telah peneliti kumpulkan diantaranya foto-foto terjadinya
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transaksi, foto-foto bukti wawancara dan foto-foto lokasi dan kondisi nasabah

dalam bertransaksi di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.”

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1.

Pengumpulan data

Mengumpulkan ait dengan penelitian untuk

menjawab perm jukan dalam rumusan

masalah.

dari cata

dianggap penting dari

an secara deskriptif dan siste

Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang

telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses

pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi dan

Mansyhuri dan Zainuddin, Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)

(Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 30.
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dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil

dari penelitian yang telah dilakukan.
1. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik yang digunakan ole eliti untuk menganalisis data yang

diperoleh adalah teknik trian an data dari berbagai sumber

dengan berbagai met eda-beda. Selanjutnya

bagaimana mengg ata dan analisis data

nalisis data trianggul si bahwa

 dip neliti melalui pengama apabila
juga d n a atau menggunakan si untuk
absa informasi yang telah diperole metode

13l

PAREPARE

® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Jakarta: Alfabeta,
2007), h.54.
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BABIV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Ketentuan Hybrid Contract pada Transaksi Produk MULIA di Unit

Pelayanan Syariah caban,

Perkembangan ini, membuat pegadaian

mulanya

h. Bank

sebagai bank syariah sia telah
an Perum Pegadaian, ¢ i Layanan
enjadi cabang Pegadai

n prinsip syariah.

sebagai
erasional

berikut:

menghindarkan praktik ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya yang
berkembang di tengah masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan mendukung program pemerintah dibidang
ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. ’’

Ada beberapa istilah yang digunakan Pegadaian Syariah untuk

memperkenalkan produk gadainya kepada masyarakat, misalnya: akad, rahn,

"Ibu 1 Kamilah,“Pimpinan Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene”,
Wawancara, Pangkajene, Sidrap, 5 Nopember 2018.
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murtahin, marhun, mu’nah, ta’widh dan marhun bih, seperti dijelaskan dalam

wawancara sebagai berikut:

Nasabah Pegadaian Syariah disebut rahin dan akad adalah kesepakatan
antara rahin dan Pegadaian Syariah, kemudian marhun bih adalah
pinjaman yang diberikan Pegadaian Syariah kepada rahin. Marhun adalah
emas yang dibeli menggunakan marhun bih, mu’nah adalah jasa
pemeliharaan yang dikenakan kepada rahin dan ta’widh adalah ganti rugi
atau denda atas nilai kerugia i

namakan

\. Hal ini

tertentu

eksibel. Nas Syariah

dengan me Syariah

akukan nasabah deng ndatangi

outlet i3 3 iflama \P 24 Ui cabs egadz seluruh
ang akan

dibelinya. Sedangkan untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat
menentukan besaran berat emas batangan atau logam mulia dan pola pembayaran

angsuran sesuai dengan keinginan nasabah.

" Ibu I Kamilah, S.E. “Pimpinan Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang
Pangkajene”, Wawancara, Pangkajene,Sidrap, 5 Nopember 2018.

" Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene,” Wawancara, 28 September 2018.
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Transaksi kepemilikan produk MULIA dengan pola angsuran,
menggunakan akad murabahah dan akad rahn. Akad murabahah adalah akad jual
beli antara dua pihak atas pembelian logam mulia dengan keuntungan yang

disepakati kedua belah pihak. Sedangkan akad rain adalah akad gadai dimana

pembeli (rahin) menggadaikan log ang telah dibelinya secara non tunai

sebagai jaminan (marhun) si, sebagaimana wawancara

sebagai berikut:

ur atau mekanisme an logam muha non

bahah ini
u untuk

pengenal lainnya. Nasabah memilih dan menyebutkan berapa gram atau
kilogram emas yang ingin di angsurnya. Karyawan Pegadaian Syariah
kemudian mengetik dan memasukkan data nasabah ke komputer
berdasarkan data diri nasabah. Setelah itu, karyawan menjelaskan harga
tunai dan harga non tunai kepada nasabah. Karyawan Pegadaian Syariah
akan memberi kesempatan kepada nasabah wuntuk bertanya dan
memutuskan apa yang dipilihnya. Setelah nasabah mengerti dan

% Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan cabang
Pangkajene,” Wawancara, 28 September 2018.
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memahami isi transaksi, selanjutnya barulah berkas ditanda tangani oleh
kedua belah pihak.*’

Karyawan Pegadaian Syariah kemudian menjelaskan kepada nasabah
mengenai berat dan karat emas, harga tunai dan margin, uang muka yang harus

dibayarkan, besarnya cicilan atau angsuran setiap bulan, tanggal jatuh tempo,

denda keterlambatan serta jangk

daian Syariah tersebut

uang muka yang harus dibayarkan.
b. Tentang jangka waktu dan pembayaran. Pasal ini menyatakan tentang lama

waktu pembayaran dan sisa utang yang harus diselesaikan oleh pihak kedua.

¥'Nuzul Rahmat,”Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene,” Wawancara, Pangkajene, 28 September 2018.
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Apabila terjadi pembayaran angsuran melewati tanggal yang telah
ditetapkan maka pihak kedua dikenakan denda.
Tentang biaya-biaya. Pasal ini menyebutkan bahwa akibat timbulnya akad

dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000 yang harus dibayar lunas

oleh pihak kedua kepada pihak etelah penandatanganan akad.

Tentang denda. Di p denda yang timbul akibat

keterlambatan b ukkan sebaga pihak pertama.

pasal ini dinyatak a seba

ukan dalam bentuk aka

Te jaminan. Pasal ini
ukan oleh pihak ke

rahkan LM sebagai obje

selama dua bulan berturut-turut.
Tentang eksekusi. Apabila pihak kedua cidera janji, maka pihak pertama
akan mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali. Jika surat peringatan
itu tidak diindahkan oleh pihak kedua, maka pihak pertama berhak
melakukan eksekusi atas LM sebagai objek jaminan sesuai ketentuan akad

rahn.
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Tentang masa berlaku. Masa berlaku akad ini sejak ditandatangani oleh para
pihak dan berakhir sampai pihak kedua melakukan pelunasan. Dalam pasal
ini juga dicantumkan untuk tidak memberlakukan pasal 1266 dan pasal 1267

dalam pelaksanaan akad. Maksudnya adalah apabila salah satu pihak

wanprestasi atau cedera janji m dak perlu melalui proses permohonan

batal ke pengadilan ak an berdasarkan kesepakatan

lum diatur sebelumnya ‘ ian yang
erjanjian sebelumnya.

perselisihan. Apabila dalam

a akan diselesaikan melal mufakat

kekuatan

Prosedur kepemilikan logam mulia, selanjutnya diikuti oleh akad rahn

yang digunakan sebagai akad kedua dalam transaksi MULIA. Akad rahn ini

kemudian menimbulkan biaya-biaya akibat dari operasional Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah menerima barang yang diserahkan oleh nasabah berupa barang

bergerak kemudian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan.

2Dokumen Perjanjian Akad Murabahah (Jual Beli) Emas Logam Mulia Untuk Investasi

Abadi (Pegadaian MULIA) Pembelian UMUM.
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Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang
meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan

proses kegiatan selama transaksi berlangsung.

Setelah pihak pertama dan pihak kedua menandatangani akad murabahah,

transaksi dilanjutkan dengan pena n akad rahn. Pada berkas akad rahn

disebutkan bahwa para p yjui akad tersebut dengan

ketentuan dan syara dokumen dan termuat

ahah (jual beli) Logam % an berat
ad pertama, dan ber

ebut.

b. sebagai

ari akad
c. menjadi
d.

dan/atau pihak kedua lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya
kepada pihak pertama atau menunggak angsuran sebanyak dua kali berturut-
turut dan telah dikirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali, maka pihak
pertama berhak melakukan eksekusi dengan melakukan penjualan (lelang)
marhun (barang jaminan).

e. Dari hasil penjualan (lelang) marhun (barang jaminan) maka jika terdapat

uang kelebihan setelah hasil lelang dikurangi sisa utang pokok angsuran
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logam mulia, pajak lelang penjualan dan pajak lelang pembelian, maka uang
kelebihan menjadi milik pihak kedua. Jangka waktu pengambilan uang
kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan dan jika lewat

waktu dari yang ditentukan, pihak kedua menyatakannya sebagai sedekah

yang pelaksanaannya diserah epada pihak pertama. Jika tidak

mencukupi untuk melur dua berupa sisa utang pokok
angsuran logam r

b membayar kekurangan tersebu

li waris pihak kedua.
mberikan ganti kerugia
lam penguasaan pihak p eng

disebabkan oleh suatu be alam

mbubuhkan
tanda tangan serta melampirkan fotocopy KTP pihak kedua dan penerima
kuasa serta menunjukkan KTP asli penerima kuasa.
Berlakunya akad sejak ditandatangani oleh para pihak dan berakhir sampai

terjadinya pelunasan kewajiban oleh pihak kedua seperti diatur dalam akad

murabahabh.
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j.  Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan
pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam pelaksanaan akad
ini.

k. Hal-hal yang belum diatur dalam akad ini akan diatur kemudian dalam

bentuk addendum yang merupa gian yang tidak terpisahkan dari akad
tersebut.

1. Apabila terjadi pe an diselesaikan melalui

angka waktu 30 hari.

sepakat

dalam akad tersebut j i itir atau
g untuk nasabah dan
ng nomor order barang, jual, sisa
ama pembiayaan dan tanggal j temp y disertai

angan yang (

Proses pemesanan produk MULIA itu menimbulkan biaya-biaya,
diantaranya biaya pengiriman barang, asuransi atas keamanan barang,
biaya sewa tempat serta biaya administrasi. Atas dasar ini, Pegadaian
mengenakan biaya kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh
kedua belah pihak. Pegadaian Syariah memperoleh keuntungan hanya dari
biaya-biaya yang timbul dari akad murabahah yang dikenakan, bukan
tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang
pinjaman.

%Dokumen transaksi Akad rahn Logam Mulia Emas (Pegadaian MULIA) Umum/
Pembelian Kolektif di Pegadaian Syariah.

¥Ibu I Kamilah, S.E. “Pimpinan Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene”,
Wawancara, Pangkajene,Sidrap, 5 Nopember 2018.
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Ketentuan objek akad dalam transaksi MULIA di Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene ini pada dasarnya sama dengan ketentuan objek akad dalam
jual beli pada umumnya, yaitu abjek akad berupa barang atau harta yang dapat

diserah terimakan, dapat diperjual belikan dan bukan merupakan barang yang

diharamkan dalam syariat. Hal ini ana diungkapkan dalam wawancara

sebagai berikut:

Objek akad d
logam mulia
barang yang

jelas barangnya, berupa
ketahui, emas adalah
esar manfaatnya seb stasi jangka panjang

ailiki n ajaran

pihak, ara sebagai berikut:

i logam mulia di Pega
pihak penjual, pembe
k penjual yang diberi
masok, menawarkan e
eli, dimana harga be
eh Pegadaian Syariah kepada

pembeli PlA_’)n E-MR Era_baba]z.

kepada pembeli
, biaya
administrasi, biaya distribusi serta demda apabila terjadi keterlambatan dalam
pembayaran angsuran pada prosedur bertransaksi MULIA ini. Selama
pembayaran angsuran belum lunas, maka pihak pembeli (nasabah) diwajibkan

menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan pembiayaan murabahah berupa

®*Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
Sidrap,” Wawancara, 5 Oktober 2018.

%Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
Sidrap,” Wawancara, Pangkajene, 5 Oktober 2018.
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emas logam mulia yang dibeli itu, jaminan emas logam mulia yang dibeli tidak
diserahkan langsung kepada pihak pembeli (nasabah), melainkan ditahan, tetap
berada di bawah penguasaan pihak pertama sebagai barang jaminan (marhun)

sampai pembayaran angsuran lunas.

Berdasarkan wawancar ideskripsikan bahwa prosedur dan

mekanisme perjanjian sabah sebagai pemesan

yariah. Selanjutnya

sebagai pihak ketiga. i dua) dan

transaksi ini tidak be i atau face

yang dibeli yaitu berupa emas logam mulia selanjutnya dijadikan jaminan
(marhun) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah.
Setelah semua syarat dan ketentuan-ketentuan dipenuhi oleh nasabah, maka
produk MULIA beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah dan

berakhirlah perjanjian jual beli murabahah dan rahn antara kedua belah pihak.
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Simulasi transaksi kepemilikan logam mulia dapat digambarkan pada

skema di bawah ini:

Pemasok
menyerahka
n barang ke

Pemasok/
(PT.
ANTAM)

MULIA

dengan sebagai

berikut:

ik

Syariah. Semua biaya-biaya
murabahah.”’

g timbul sudah termasuk pada akad

Ketentuan biaya-biaya pada transaksi MULIA dengan akad murabahah
dan rahn sebagaimana hasil wawancara diatas berakibat nasabah dikenakan biaya
pembayaran awal (Down Payment), selisih harga pembelian tunai dan non tunai

(margin) yang terhitung dalam angsuran dan biaya administrasi. Selisih harga

*Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene,” Wawancara, Pangkajene, 5 Oktober 20138.
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dan biaya-biaya lain dikenakan pada akad murabahah saja dan pada akad rahn

dikenakan biaya sewa tempat dan pemeliharaan.

2. Implementasi Ketentuan Hybrid Contract pada Transaksi MULIA Sesuai
Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah cabang Pangkajene

Unit Pelayanan Syariah (UPS) di Pegadaian adalah salah satu lembaga
keuangan syariah yang menjalakan prosedur transaksinya sesuai ketetapan
Dewan Syariah Nasional. Dalam hal pelaksanaa aturan bertransaksi syariah,
Pegadaian Syariah telah memenuhi beberapa ketentuan fatwa DSN-MUL

Sebagaimana wawancara sebagai berikut :

Fatwa DSN adalah patokan kami dalam melakukan transaksi apapun di
Pegadaian Syariah ini termasuk transaksi MULIA. Ketentuan-ketentuan
seperti akad yang bebas riba, kejujuran dalam menyampaikan harga pokok
dan keuntungan serta biaya-biaya yang mengikuti akad semua harus
disampaikan kepada nasabah.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Yunita sebagaimana wawancara sebagai

berikut

Saya mencoba membeli emas di Pegadaian Syariah dengan cara menyicil.
saya mendapatkan informasi tentang harga cash dan selisih harga kalau
dicicil. Alhamdulillah saya  senang dengan cara ini  Karema diberi
penjelasan kalau selisih harganya itu -bukan riba yang dilarang dalam
agama.

Ketentuan Dewan Syariah Nasional tentang murabahah kepada nasabah
juga diatur dalam fatwa DSN tersebut diatas, yaitu bahwa nasabah mengajukan
permohonan pembelian suatu barang, dan harus menerima barang tersebut sesuai
perjanjian yang disepakati. Nasabah juga harus membayar biaya-biaya yang

dikenakan dalam transaksi tersebut dan harus membayar denda keterlambatan

% Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene,” Wawancara, Pangkajene, 12 Oktober 2018.

¥ Tbu Yunita, “Nasabah MULIA ~, Wawancara, Pangkajene, 27 Desember 2018
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bayar serta mengganti kerugian apabila timbul dipihak Pegadaian Syariah dalam

prosedur transaksi berjalan.

Ketentuan pembayaran dipercepat juga diatur dalam transaksi MULIA

ini. Nasabah dapat melakukan pelunasan dipercepat dan pengambilan agunan

dapat dilakukan sewaktu-wakt itungan biaya pemeliharaan dan

penjagaan agunan selam. proporsional.

melakukan pembay cepat ini, sebaiknya

nasabah

6 bulan

di bulan

ketiga yin melunasi 3 ng harus
1ya pokok hutang b

i 60% tergant

keu bayafidt dafiiisaidid A, [ [E

melunasi cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Apabila resiko gagal

bayar ini terjadi maka pihak Pegadaian syariah melakukan beberapa langkah-

langkah antisipasi, sebagaimana dijelaskan Bapak Nuzul sebagai berikut :

Apabila nasabah mengalami gagal bayar selama 3 kali berturut-turut
maka pegadaian syariah akan mengantarkan surat peringatan sebanyak 3
kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari. Apabila nasabah masih

% Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene,” Wawancara, Pangkajene, 12 Oktober 2018.
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belum mampu membayar maka emas jaminan akan dilelang dan hasil
lelang digunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban nasabah.”’

Ketentuan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional telah menetapkan
dibolehkannya jaminan dalam murabahah agar nasabah serius dengan pesanannya
dan sebagai pegangan bagi Pegadaian Syariah. Hal ini sebagaimana wawancara

sebagai berikut:
Kami, sebagai fasilitator dalam pemesanan logam mulia menetapkan
jaminan yang kami jadikan pegangan dalam bertransaksi sebagai bukti
keseriusan nasabah dalam memesan barang dan memenuhi
kewajibannya.”
Hal ini dibenarkan oleh ibu Yunita sebagai berikut:

Emas yang sudah dibeli belum bisa dibawa pulang. harus dijadikan
jaminan dulu sampai cicilannya lunas.

Ketentuan DSN-MUI tentang utang dalam murabahah menyatakan bahwa
nasabah tidak ada kaitan hutang piutang dengan pihak ketiga atau pemasok
(supplier). Pemasok dalam hal ini adalah PT. ANTAM. Disebutkan juga bahwa
apabila nasabah hendak menjual kembali barang dalam objek akad baik dengan
keuntungan maupun kerugian, tidak menggugurkan kewajiban nasabah kepada
Pegadaian Syariah untuk membayar angsurannya dan nasabah tidak berhak
meminta kebijakan atas kerugian yang dialaminya. Hal ini sebagaimana

wawancara sebagai berikut:

Nasabah tidak berhubungan langsung dengan pemasok karena telah
mewakilkannya kepada Pegadaian Syariah. Nasabah juga tidak dapat
menjual objek akad karena berada dalam penguasaan Pegadaian Syariah
sampai angsurannya lunas.”*

*'Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene,” Wawancara, Pangkajene, 12 Oktober 2018.

2 Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene,” Wawancara, Pangkajene, 12 Oktober 2018.

% Ibu Yunita, “Nasabah MULIA ", Wawancara, Pangkajene, 27 Desember 2018

** Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene,” Wawancara, Pangkajene, 12 Oktober 2018.
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Ketetapan Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan penundaan
pembayaran dalam murabahah disebutkan bahwa nasabah yang memiliki
kemampuan membayar tidak dibenarkan menunda pembayaran dan penyelesaian
hutangnya. Apabila nasabah menunda pembayarannya, maka penyelesaiannya
ditempuh melalui Badan Arbitrase apabila tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

Ketetapan Pegadaian Syariah mengenai hal ini sebagaimana wawancara

sebagai berikut:

Apabila nasabah mampu kemudian menunda pembayaran baik sengaja
maupun tidak disengaja akan dikenakan denda atau ta’widh sesuai
kesepakatan diawal akad.”

Ketentuan Dewan Syariah Nasional mengenai nasabah yang mengalami
kebangkrutan atau pailit dalam transaksi murabahah berbunyi , jika nasabah telah
dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda
tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Sebagaimana wawancara sebagai berikut :

Nasabah yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan
permohonan tangguh kepada Pegadaian Syariah. Akan tetapi sering
terjadi nasabah tidak menjalin komunikasi dengan kami. Langkah yang
kami lakukan adalah memberikan surat peringatan sebanyak 3 Kkali.
Apabila masih belum ada tindak lanjut maka barang kami eksekusi
dengan cara dilelang. Uang hasil lelang dipakai untuk membayarkan
kerugian yang timbul dan sisanya dikembalikan kepada nasabah.

Mekanisme transaksi MULIA "di Unit Pelayanan Syariah cabang
Pangkajene, mulai dari pengisian formulir data nasabah hingga proses pelunasan

cicilan sering menimbulkan pertanyaan apakah transaksi tersebut telah sesuai

» Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene,” Wawancara, Pangkajene, 12 Oktober 2018.

% Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene,” Wawancara, Pangkajene, 12 Oktober 2018.
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dengan fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia? Untuk menjawab hal ini,

Bapak Nuzul Rahmat menjelaskan sebagai berikut:

Pegadaian Syariah telah berupaya melaksanakan fatwa DSN MUI
semaksimal mungkin. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering
terkendala oleh beberapa hal, misalnya penanda tanganan dua akad yang
sekaligus diwaktu yang bersamaan karena tenggat waktu dan permintaan
nasabah sendiri. Sering juga-/nasabah tidak membaca akad yang akan
ditandatanganinya karena terburu-buru. Hal ini lebih banyak disebabkan
oleh karena nasabah tidak mengetahui “hal-hal apa saja yang harus
diketahui sebelum’ bertransaksi. Padahal seharusnya blanko akad harus
dibaca dan _ difahami karena ada akibat hukum yang tercakup
didalamnya.’’

Berdasarkan hasil wawancara mengenai implementasi ketentuan atau
fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang transaksi akad
murabahah pada lembaga keuangan syariah dapat dideskripsikan bahwa
Pegadaian Syariah telah memastikan bahwa pihaknya melakukan transaksi yang
bebas riba dan telah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan segala hal
yang berkaitan dengan objek akad. Pegadaian Syariah juga telah menyampaikan
kepada nasabah mengenai harga tunai dan margin atau keuntungan yang
diperoleh Pegadaian Syariah dalam transaksi tersebut, batas waktu pembayaran,
denda yang timbul akibat keterlambatan bayar, diskon yang diberikan kepada
nasabah apabila mempercepat pelunasan dan kapan waktunya objek akad dilelang
demi menutupi kerugian yang timbul akibat gagal bayar atau force majeur oleh
nasabah. Akan tetapi terdapat perbedaan persepsi yang dipahami oleh peneliti
mengenai point kepemilikan barang yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI
bahwa barang yang akan dijual kepada nasabah secara prinsip telah menjadi milik
Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah baru akan membeli objek akad kepada

pemasok setelah nasabah melakukan pembayaran sebanyak 80 persen dari

*’Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene,” Wawancara, Pangkajene, 12 Oktober 2018.
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kewajiban nasabah. Hal itu sebagai tindakan antisipasi dari Pegadaian Syariah

apabila sewaktu-waktu nasabah mengalami gagal bayar.

Berdasarkan penelitian dan wawancara lebih lanjut, sejak awal bulan

September tahun 2018 ini, akad transaksi MULIA di Pegadaian Syariah tidak

lagi menggunakan akad murabah angsung akad rahn saja. Alasannya

karena sejak menjadi anak i tidak lagi menggunakan

akad murabahah dan bukan lagi lagi men luk Pegadaian Syariah.

Pegadai mulia.
Hal itu yariah di

daerah 1

3. Pro di Unit Pelayanan Sy

logam mulia adalah sal g sangat

kenaikan harganya han estasi ini

i sebagaimana wawancara uh.Bahrun Fathan sebagai
berikut:

Investasi logam mulia sangat menguntungkan,dan mudah dalam
prosedurnya, meski demikian, nasabah produk MULIA justru menurun
beberapa tahun ini. Trend masyarakat berinvestasi lebih cenderung
kepada Tabungan Emas Pegadaian atau membeli emas perhiasan yang
biasanya dilelang di Pegadaian Syariah. Alasan nasabah adalah bahwa
emas perhiasan bisa langsung dipakai sebagai eksistensi diri dan bisa juga
dijual pada saat membutuhkan dana.

%Muhammad Bahrun Fathan, “Karyawan bagian Administrasi Mikro Unit Pelayanan
Syariah cabang Pangkajene, “ Wawancara, Pangkajene, 1 Desember 2018.
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Alasan lain penurunan jumlah nasabah untuk berinvestasi MULIA adalah
karena Unit Pelayanan Syariah tidak lagi menjadi instansi yang diberi hak
eksklusif untuk memasarkan produk MULIA. Pegadaian Syariah telah menunjuk

unit pemasaran tersendiri untuk produk ini, akibatnya sosialisasi ke masyarakat

luas tentang manfaat investasi I ia tidak lagi dilakukan oleh Unit

Pelayanan Syariah caban narkan oleh salah seorang

nasabah yang berna

Saya sekara Lebih baik saya ikut

kan oleh ibu Fathiyah K.

eli emas MULIA. Saya ili eli emas
dilelang di Pegadaian i nya agak
juga terjamin keasliann nya bisa
a-acara pesta dan kalau i

bagi mereka. Ada juga nasabah yang|mengurungkan niatnya untuk membeli
MULIA karena mearasa belum mendapat kejelasan tentang ketentuan objek pada

akad. Pertimbangan mereka adalah dengan menyicil mereka merasa lebih mudah

% Tbu Arfiana,” Nasabah Tabungan Emas Pegadaian”, Wawancara, Pangkajene, 22
Nopember 2018.

1% Tbu Fathiyah Kadir, “Nasabah,” Wawancara, Pangkajene, 24 Nopember 2018.
%! Tbu Hj. Hamidah, “Nasabah, ” Wawancara, Pangkajene, 24 Nopember 2018.
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untuk memiliki emas dan tidak ragu lagi akan ketidak jelasan akad. Nasabah
yang lain memilih membeli emas perhiasan lelang dengan pertimbangan harga
yang lebih murah dan bisa langsung dipakai sebagai perhiasan. Selain itu saat

butuh uang emas perhiasan lebih cepat laku di pasaran.

B. Pembahasan hasil penelitian

1. Ketentuan Hybrid roduk MULIA di Unit

syariah mempunyai
rbagai bentuk karena a an uang

sebagai komoditas i an, dan

mbangnya pr
mengakom syariah
h dalam
Layanan
Syariah

dengan manajemen sendiri yang lebih mandiri dari sebelumnya

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di
Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan
lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada
masyarakat berdasarkan hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang

Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Tugas Pokoknya adalah memberi pinjaman
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kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh
kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan
dana mendesak dari masyarakat. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di

lapangan bahwa terdapat lembaga keuangan yang seperti lintah darat dan

pengijon yang dengan seenakny an tingkat suku bunga setinggi-
tingginya.

bisnis dari Perum

ivisi Usaha Syariah pad

yang menjadi objek an i ah Unit

angkajene yang beralama

72, kel Wala, keca iten bupaten Side
dikenal nama Unit Pela h ang Pangkaj
k tahun 2014.

an sebaP Aan Epm Eegara (

adalah

, hamun

ogam mulia
emas sejak beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa metode yang dapat
digunakan untuk berinvestasi emas di pegadaian. Harga emas umumnya akan
sama di seluruh dunia, meski bisa berfluktuasi sedikit jika nilai budaya, daya
tarik artistik, kemurnian atau spekulasi pasar ikut bermain. Nilai emas batangan
ditentukan hampir seluruhnya oleh harga pasar emas pada saat pembelian. Emas

batangan dipasarkan dalam dua bentuk, yaitu:
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1. Koin Emas

Koin emas atau emas batangan yang dicetak dalam beberapa bentuk
dengan satuan gram. Jenis emas batangan yang disediakan oleh Pegadaian

Syariah berupa logam mulia dikenal dengan nama MULIA. Kadar emas

batangan ini 99,9% dengan be , 25 gram, 50 gram, 100 gram,

250 gram, dan 1 kilo ra tunai dan non tunai
rielainkan

hanya 1 dengan cara kredit atau non tunai dei : g waktu

transaksi jual beli emas serta memberikan fasilitas titipan dengan harga yang
bersaing. Konsep dari Tabungan Emas sendiri sebenarnya adalah nasabah
membeli emas secara kredit dan menitipkannya pada Pegadaian.

Banyak keuntungan yang didapatkan dengan berinvestasi emas ini,

diantaranya:

a. Fleksibilitas dan Sekuritas yang Tinggi
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Apabila nasabah ingin melakukan pembelian emas bersertifikat PT.
Antam dan ingin sekaligus menyimpannya di tempat yang aman, maka bisa
memanfaatkan produk Tabungan Emas yang ada di Pegadaian. Karena emas yang

dibeli belum lunas, maka pihak Pegadaian akan menyimpan emas tersebut

dengan keamanan yang ketat, sehing lak perlu khawatir emas tersebut akan

hilang atau dicuri. Sedang angsuran sangat fleksibel

dimana nasabah bisa 1 icilan mulai da

risiko
sebaiknya menjadi pertimbangan jika ingin berinvestasi emas.

Sebagai instrumen investasi yang aman dari serangan inflasi, emas
menjadi pilihan yang bijak untuk memulai investasi. Dengan adanya produk

investasi emas dari Pegadaian Syariah, semakin banyak pilihan untuk bisa

192 Glosarium, Apa Itu Volatilitas, https://www.octafx.forex, diakses tanggal 5 Maret
2019.
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berinvestasi logam mulia, tentu setelah mempertimbangkan kelebihan dan
kekurangan yang ada pada produk-produk investasi tersebut.
Masyarakat pada umumnya menjadikan emas sebagai salah satu bentuk

investasi untuk dipetik hasilnya di masa mendatang. Berbagai bentuk emas

begitu diminati, seperti bentuk emr iasan, emas dinar, dalam bentuk

batangan, bisa juga tabunga tuk pendanaan pendidikan,

biaya kesehatan, unt biaya naik ha

Beberapa keuntungan yang jadi investas

cairkan

investasi, pasalnya be jeni stasi lain
sifat yang lebih sulit
tu saja. Berbeda halny i nas yang

asaan bagi para pemegang in

nnya ke dala
yang relatif I
ak. BeI'bBBAIE'IEIBiA RE pada su

perusahaan tak lantas langsung' dinikmati oleh para pemegang saham
perusahaan tersebut. Pasalnya, mendapatkan keuntungan ini terkadang juga
diikuti dengan adanya pajak atau terkadang bentuk keuntungan tersebut
bukanlah dalam bentuk uang tunai namun tambahan lembar saham

perusahaan. Memiliki emas sebagai barang investasi merupakan pilihan yang

tepat bila menginginkan investasi bebas pajak.
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3. Melindungi nilai kekayaan. Dengan kecenderungan nilainya yang meningkat
dari tahun ke tahun, emas sangat cocok bila disebut sebagai investasi yang
paling mampu melindungi nilai kekayaan seseorang. Perlindungan investasi

emas terhadap kekayaan seseorang dapat dicerminkan dari harganya yang

selalu stabil dan cenderung m mi kenaikan, sehingga ketika dijual

kembali, pemegang inve nendapatkan hasil balik yang

lebih tinggi.

g yang tinggi.
us dihadapi oleh invest
an emas dalam bentuk
uncul dari kejadian pen ¢ kan yang
tama bila perhiasan yang dig

P sﬁlhéang dirasa

tidak lantas terjadi setiap hari dan bukanlah suatu kejadian yang memakan
sedikit waktu. Disebut memiliki kecenderungan peningkatan harga emas
karena tinjauannya dilakukan dalam waktu beberapa tahun. Emas pun
terkadang mengalami penurunan harga jual meski tak jarang mengalami
kenaikan. Perubahan harga emas yang sering ini berpotensi mempersulit
investor emas untuk dapat menghitung nilai investasi emas yang dimiliki di
masa mendatang. Beberapa investor akan mengambil nilai tengah dari
sebuah fluktuasi harga emas per gram untuk menghitung nilai investasinya
di masa mendatang dengan suku bunga tertentu. Hal ini mungkin tidak akan
berpengaruh banyak terhadap investor dengan investasi emas yang
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jumlahnya tidak terlalu fantastis namun akan cukup menjadi pertimbangan
yang berat terkait dengan harganya yang fluktuatif bagi investor dengan
jumlah investasi emas yang bisa dikatakan banyak.

Dampaknya sangat kecil terhadap ekonomi riil.

Investasi emas tidak bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan
ekonomi secara riil. Hal ini disebabkan bahwa keuntungan yang dimiliki
cenderung digunakan untuk ke ribadi investor meskipun beberapa
diantara investor emas an investasi ini untuk
kebutuhan pembelanj ai indikator pertumbuhan
ekonomi. Berbed alam bentuk saham
perusahaan. Ke ari keuntungan
sebagai

vestor memili

enderungan
ya untuk mendapat

i tidak bisa ¢ an dalam

lainnya
merupakan kondisi finansial masyarakat suatu wilayah tertentu, misalnya
Indonesia. Ketika masyarakat sedang dalam kondisi finansial yang baik,
investasi lain yang menjanjikan keuntungan lebih tinggi dalam waktu lebih
singkat seperti investasi saham perusahaan terlihat lebih menarik dan

menjanjikan. Pada akhirnya, investasi emas mulai ditinggalkan.

Harga cenderung melambat ketika kondisi ekonomi stabil.
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Inilah yang menjadi fakta sekaligus ironi. Harga emas cenderung mengalami
peningkatan ketika kondisi ekonomi dalam keadaan tidak stabil. Bisa jadi
dalam waktu ini terjadi inflasi yang menyebabkan kenaikan dan juga

penurunan harga emas. Bila inflasi terjadi jauh lebih tinggi daripada

perkiraan masyarakat, tidak gkinan bahwa harga emas akan

jauh lebih tinggi. Begi konomi yang stabil akan
mendorong mas i ila terjadi kondisi

untuk

stasi emas yang dilakukan o

haan besar d

berani menjanjikan keuntungan besar, bahkan jauh lebih besar dari keuntungan

investasi emas dengan cara membeli dan menyimpannya sendiri.
a. Ketentuan Hybrid Contract pada Transaksi Produk MULIA di Pegadaian

Syariah

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh

kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi yang juga
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merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara
riill. Untuk menfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada masyarakat,
Pegadaian Syariah menawarkan produk jual beli logam mulia secara tunai atau

dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang

fleksibel. Jual beli logam mulia yan arkan oleh Pegadaian Syariah yang

diberi nama pembiayaan M gam Mulia Untuk Investasi

Abadi) dengan mengg ad murabahah da

ntara dua perkara, bai
egi maupun dari dua s
jek hukum yang diper;j oleh ak yang
an kewajiban yang mengikat para

beli dimana an objek

ah sesuatu

atas barang dan sebaliknya penjual wajib menyerahkan barang dan berhak atas

harga barang.'®

Akad dalam transaksi kepemilikan logam mulia ini dibolehkan dalam

agama sebagaimana kaidah bermuamalah dalam ilmu figih yang berbunyi:

leai A5 e s 0% & 9) A8y cdtalasll 3 Oy

19 Abdurrauf, Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, A/- Igtishad- Vol. IV, No.
1, Januari 2012, h. 21.
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Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil
yang mengharamkannya.

Transaksi produk gadai syariah MULIA, dilaksanakan dengan akad

murabahah, yaitu akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli dimana

Pegadaian Syariah membiayai pe pgam mulia yang dibutuhkan nasabah

ditambah dengan keuntung a belah pihak. Keuntungan
yang timbul dari akac 2 : ebut akad murabahah.

a tercantum dalam QS.

g beriman, janganlah i an harta
alan yang batil, kecuali . aan yang
suka sama-suka di antara kamu....

nurabahah pada pe

telah dlraklnnszpphnnag akad da berubah
berle

proyeksi
risiko yang mungkin terjadi selamamasa pembiayaan.

3. Jika bunga, bagi hasil atau harga pihak ketiga dipasaran naik, maka
Pegadaian Syariah tidak boleh menaikkan atau menurunkan besaran nilai

pembiayaan.

“Kementerian Agama RI, A/-Quran Transliterasi Dan Terjemah Per Kata (Bekasi:
Cipta Bagus Segara, 2012), h. 83

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



92

Dalam literatur fiqih klasik, murabahah mengacu pada suatu penjualan
yang pembayarannya ditangguhkan. Elemen pokok yang membedakannya dengan
jual beli pada umumnya adalah penangguhan pembayaran tersebut. Pembayaran

dilakukan dalam jangka waktu tertentu baik secara tunai maupun secara angsuran

sesuai dengan kesepakatan para piha

Fatwa tentang ecara hukum atau sifatnya

n hukum figh modern

ah bahwa semua p
atau mengikat dan i ak yang
, sebagaimana juga dite igh yang
ya akad-akad itu bersifat pasti

ya, serta tid

bolehkan

butuhkan

Syarat lazimnya akad murabaha

1) Penjual dan pembeli mengetahui harga pertama (harga pokok). Harga
pembelian awal harus diketahui oleh kedua belah pihak. Mengetahui harga
awal adalah salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan akad

murabahah. Bila harga awal tidak diketahui maka jual beli menjadi tidak sah

105
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atau fasid. Dalam transaksi MULIA, pihak pegadaian syariah menyampaikan
harga pokok emas batangan tiap gramnya kepada nasabah.
2) Penjual dan pembeli mengetahui besarnya keuntungan (margin). Keuntungan

atau disebut margin murabahah dalam lembaga keuangan syariah harus

diketahui oleh kedua belah pi ena merupakan bagian dari harga.

Margin ini dapat dimus abah dan lembaga keuangan

syariah. Pegadaia da nasabah keuntungan
atau mar

3) omoditas

ditakar,

Hal ini termasuk dala

4) at pembayaran yang d

sme utnya dari transaksi MULIA ini adalah p

akad ra gadai. Ak dalam agan

an be idak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegag (oleh yang berpiutang)....'"
Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menjelaskan kebolehan
praktik jual beli secara tempo, sebagai berikut:

ﬁ\m,,tajaﬂ\j,d;ig\&gﬁ;\sﬂag&s& CJE ) o de d) ) cugea 0o

(ke cl o)) gl ¥ cll sy

%K ementerian Agama RI, a/-Qur’an Transliterasi Dan Terjemah Per kata..., h. 49.
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Artinya:

Dari Shuhaib r.a. bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda:”"Tiga hal yang
didalamnya ada berkah yaitu jual beli bertempo, meminjamkan modal
untuk didagangkan dan mencampurkan gandum dengan jagung untuk
makanan di rumah, tidak untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)'®’

Akad jual beli logam mulia ini anakan dengan pembayaran tangguh,
dan emas yang dibeli tida embeli, melainkan ditahan
oleh Pegadaian Syari j sampai pembayaran

gadai atau disebut

akad gadai syariah i a waktu
akad tic : ka penggadai menyetuj

melunasi pinjaman. S a tempat

atan antara penggadai de lai untuk

a.

b. Mengisi form aplikasi MULIA, biasanya dilakukan oleh karyawan Pegadaian

Syariah berdasarkan data diri nasabah yang diserahkan.
c. Menyerahkan uang muka sesuai kesepakatan.

d. Menandatanganani akad.

17 Abi Abdullah Muhammad, Penerjemah H. Zainuddin Hamiidy, dkk, Shahih Bukhori,
Jilid I-1V, (Beirut Libanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah,1981), h.228.
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Adapun data yang diinput oleh karyawan pegadaian syariah Cabang

Pangkajene pada prosedur pengajuan pembiayaan MULIA, sebagai berikut:

1. Tanggal pengajuan permohonan pinjaman.

2. Data diri calon nasabah yang mencakup nama, tanggal lahir dan alamat

nasabah.
3. Data pasangan calon

4. Data pekerjaan

MULIA,

pihak pemberi pinjama

g memesan barang mela

Syariah

pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok dalam hal ini PT.ANTAM
(Aneka Tambang) sesuai dengan permintaan pihak pembeli. Dalam prosedurnya,
pihak penjual (Pegadaian Syariah) memberikan fasilitas pembiayaan kepada
pihak pembeli (nasabah) dengan akad murabahah. Pihak pembeli (nasabah) harus
membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan, biaya administrasi, biaya

distribusi serta denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

Selama pembayaran angsuran belum lunas, maka pihak pembeli (nasabah)
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diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan pembiayaan
murabahah berupa emas logam mulia yang dibeli itu. Jaminan emas logam mulia
yang dibeli tidak diserahkan langsung kepada pihak pembeli (nasabah),

melainkan ditahan, tetap berada di bawah penguasaan pihak pertama sebagai

barang jaminan (marhun) sampai p aran angsuran lunas, sehingga pihak

pembeli (nasabah) tidak d ang dibelinya. Hal ini dapat
menimbulkan prasang ckhawatiran ne ahwa pihak pegadaian

enjadi miliknya.

yang di i aksi dan disepakati ole

h menyebutkan harga menjadi

asabah. Harga yang di rga beli,

2)

ca dikenaMEsEakREoentuk ke tian dan

Besaran pembayaran awal berkisat 10% sampai 25% dari harga perolehan

objek pembiayaan bergantung dari lamanya pembiayaan.

3) Biaya administrasi
Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah oleh Pegadaian Syariah

sebesar Rp. 50,000.00 untuk setiap transaksi yang dikenakan hanya di awal

1% Diolah berdasarkan dokumen Pegadaian Syariah.
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5)

digambarkan pada simulasi dibawah ini."
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transaksi dan biasanya terhitung bersama dengan pembayaran awal. Biaya
administrasi dikenakan dengan asumsi pengeluaran riil pegadaian syariah
seperti alat tulis kantor, perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Biaya

distribusi atau pengiriman barang juga dihitung dan biasanya dimasukkan

dalam biaya administrasi ini i berkisar 0,24% dari harga total

ara rutin

yang telah dibeli dal h. Angka
dari besarnya biaya i dengan

ian dibagi dengan jang ' ang telah

dalah selisih| har an harga in  objek

gan Pegadaian S atas jasa

3% dari
harga perolehan, margin pembelian untuk jangka waktu pembiayaan selama
6 bulan berkisar 6%, margin pembelian untuk pembiayaan selama 8 bulan
berkisar 8%, margin pembiayaan selama 12 bulan berkisar 12% dan margin
pembiayaan untuk jangka waktu 24 bulan berkisar 22% .

Biaya- Biaya yang timbul dalam akad murabahah dan rahn ini dapat

9

1% Dokumen Akad Murabahah Transaksi MULIA Pegadaian Syariah.
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Nasabah melakukan pembelian logam mulia 25 gram non tunai selama 3 bulan
pembiayaan dengan harga emas saat itu adalah Rp. 497.000 per gram dan dengan
karat 99,9%

Harga beli emas 25 gram = Rp. 12,425,000.00

Margin keuntungan = Rp. 434,8 elama 3 bulan angsuran
Harga Jual = Rp. 12,859

. 3,857,963.00

i, na menyicil utang murab. a3
Rp. 3.0(

alam transaksi produk di Pe

cabang 3 alah benar menggunakan an 4

adanya jeda wa oray : an akad

sebanyak

Syariah

akad rahn.
ksanakan

ima oleh

akad rahn, sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah.

2. Implementasi Ketentuan Hybrid Contract pada Transaksi MULIA sesuai
Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah cabang Pangkajene

Transaksi MULIA yang ada di pegadaian syariah menggunakan dasar

hukum atau fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau
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disingkat DSN MUI yang mengatur tentang akad murabahah dalam prosedur jual

beli logam mulianya.

Prosedur penetapan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia tidaklah mudah. Ada banyak tahapan yang harus dilalui sebelum

sebuah fatwa ditetapkan oleh a Indonesia (MUI). Fatwa itu bisa

dibuat karena amana pula atas permintaan

masyarakat atau unt

berikut:

9) Set kan, MUI melakukan sif guna
uh tentang masalah ya

wwur al masalah. Sela

asalah, termasuk dampak sosial keagamaa llkan dan

dari beragam asp

terkait
masalah yang akan difatwakan.

11) Menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki kompetensi di
bidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau analisis.
Jika yang dibahas sangat penting, pembahasan bisa melibatkan beberapa
komisi lain.

12) Jika telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (ma’lum min al din bi al-darurah),

maka Komisi Fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum
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sebagaimana apa adanya karena seringkali masalah yang ditanyakan sudah
jelas jawabannya dalam syariah.
13) Mendiskusikan dan mencari titik temu jika ternyata ada perbedaan pendapat

(masail khilafiyah) di kalangan ulama mazhab. Hasil titik temu pendapat

akan sangat menentukan. Ada e_tertentu yang bisa ditempuh untuk

mencapai titik temu, a itik temu. Penetapan fatwa
u di antara pendapat

an jika tidak tercapai

14) ra para anggota Komi jika ata tidak

um di kalangan mazh mu’tabar.

endapat itu lazim disebut ' (qiyasi,

1 hukum

15) Da dan tidak
y adanya
masing-
engambil

yang paling hati-hati (7Atiyath) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan

pendapat (al-khurtj min al-khilaf).""!

"0Asrorun Ni’am Sholeh, “Pedoman dan Prosedur Penetapan fatwa’, Sekretaris Komisi
Fatwa MUI

""" Asrorun Ni’am Sholeh, “Pedoman dan Prosedur Penetapan fatwa’, Sekretaris Komisi
Fatwa MUI
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16) Penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh
syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapan

hukum (magqashid al-syariah)''*

Implementasi fatwa yang melalui prosedur diatas misalnya pada fatwa

DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V, ng Jual Beli Emas Secara Tidak

Tunai. Fatwa tersebut s._dijadikan obyek jual beli

tidak tunai, baik se qran maupun tangg a emas tidak menjadi

al beli j sesuatu

as alasan bahwa saat in
lat tukar (uang), tetapi
angan menjual belik . ak tunai
ak berlaku lagi karena yan telah

g disebutkan di atas dilakukan

kecuali terd

‘ala al-
melakukan terobos inovasi-

inovasi D erumusaﬂMERAlRyE syariah. 1
dengan

transaksi murabahah, sebagai berikut'"

a. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang murabahah.

"2http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5895d234d1736/simak-yuk—8-tahap-
proses-penetapan-fatwa-di-mui, diakses pada 22 Agustus 2018.

"Ma’ruf Amin, “ORASI ILMIAH, Solusi Hukum Islam (Makharij Fighiyah) Sebagai
Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia’, (Kementerian Agama UIN Maulana Malik
Ibrahim, Mei 2017), hal. 12.

"4 Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia tentang Murabahah
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Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang uang
muka dalam murabahah.
Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Diskon

dalam murabahabh.

Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 16 September tentang Sanksi atas
Nasabah Mampu yan

Nomor 23/DSN- 02 tentang Pelunasan

t DSN- enetap a te
rtransaksi murabahah ian , sebagai
nasabah harus melak ad 7 hah yang

oleh syariah

dalam murabah

dian
ah
Sya

g diperjualb

Syariah me au seluruh harga pe

disepakati kualifika

Syariah MIRE M}RLE‘! nasabah ma bank

Pegadaian Syariah harus menya an semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Pegadaian Syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam

kaitan ini Pegadaian Syariah harus memberitahu secara jujur harga pokok

barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
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7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka
waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,
pihak Pegadaian Syariah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah. untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang,
secara prinsip, menjadi milik Pegadaian Syariah.

DSN juga menetapkan ketentuan murabahah kepada nasabah, sebagai
berikut:

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau
aset kepada Pegadaian Syariah.

2) Jika Pegadaian Syariah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3) Pegadaian Syariah kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah
disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian
kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4) Dalam jual beli ini Pegadaian Syariah dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang
dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah harus dibayar dari uang muka tersebut.

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,
bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka,

maka:
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a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah
kemudian hanya membayar sisa harga barang tersebut.

b) jika nasabah batal membeli, vang muka menjadi milik Pegadaian
Syariah maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Pegadaian
Syariah akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak

mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
DSN menetapkan ketentuan jaminan dalam murabahah sebagai berikut:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.
2. Pegadaian Syariah dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

dapat dipegang.

Ketetapan DSN-MUI tentang ketentuan utang dalam murabahah, sebagai

berikut:

a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak
ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut
dengan keuntungan atau kerugian, nasabah tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan utangnya kepada Pegadaian Syariah.

b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir,
nasabah tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus
menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu

diperhitungkan.
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Fatwa DSN-MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam
Murabahah. Terkait dengan permintaan pembiayaan murabahah kepada lembaga
keuangan syariah, lembaga keuangan syariah tersebut dapat meminta uang muka
untuk menunjukkan kesungguhan nasabah. Adapun ketentuan-ketentuan terkait
dengan uvang muka dalam murabahah diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN-MUI
No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah, sebagai

berikut:'"

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Pegadaian Syari’ah dibolehkan untuk
meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan
ganti rugi kepada Pegadaian Syariah dari uang muka tersebut.

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, Pegadaian Syariah dapat
meminta tambahan kepada nasabah.

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, Pegadaian Syariah harus
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Besaran jumlah uang muka pada transaksi MULIA di Unit Pelayanan
Syariah cabang Pangkajene, jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan
kedua pihak. Besar jumlah vang muka merupakan bagian dari harga jual kepada
nasabah. Jika dikemudian hari nasabah membatalkan akad murabahah, maka
kompensasinya nasabah harus memberikan ganti rugi kepada pihak Pegadaian
Syariah dari uang muka senilai kerugian riil yang ditanggung Pegadaian Syariah.
Adapun jika vang muka lebih kecil dari kerugian maka pihak Pegadaian Syariah
dapat meminta tambahan kepada nasabah. Demikian pula sebaliknya, jika jumlah

uang muka nasabah lebih besar maka Pegadaian Syariah harus mengembalikan

'3 Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah
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sisa kelebihan uvang muka tersebut kepada nasabah. Dalam berkas pegadaian
syariah ketentuan tentang harga, uang muka dan margin diatur dalam pasal 1
dengan tiga ayat.

Salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah penjualan suatu barang
kepada pembeli dengan harga (Zsaman) pembelian dan biaya yang diperlukan
ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan, dalam praktiknya penjual
dalam hal ini Pegadaian Syariah terkadang memperoleh potongan harga (diskon)
dari penjual pertama (supplier), dengan adanya diskon timbul permasalahan,
apakah diskon tersebut menjadi hak penjual sehingga harga penjualan kepada
pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak
pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah)
menggunakan harga setelah diskon. Untuk mendapat kepastian hukum, sesuai
dengan prinsip syariah Islam, tentang status diskon dalam transaksi murabahah
tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan harga
(diskon) dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh Pegadaian Syariah

Berikut ketentuan-ketentuan diskon dalam murabahah sebagaimana
tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon

Dalam Murabahah:''®

1. Harga (zsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh
kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (g7imah) benda yang menjadi
obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.

2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang
diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual

beli murabahah, Pegadaian Syariah mendapat diskon dari (supplier), harga

"¢ Fatwa DSN-MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah



107

sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak
nasabah.

3. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut
dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.

4. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan

ditandatangani.

Dalam pelaksanaanya, pegadaian syariah juga memberikan diskon pada
nasabah yang akan bertransaksi MULIA. Diskon juga diberikan di awal akad
dengan memotong pembayaran uang muka. Misalnya, pada pembelian 10 gram
emas seharga Rp.550.000 per gramnya. Pemasok memberikan diskon setiap gram
sebanyak Rp. 10.000, maka harga emas yang tadinya Rp. 5.550.000 menjadi
hanya Rp. 5.450.000. Jika uang muka sebesar 20% dari total harga, maka nasabah
membayar Rp. 1.100.000 dipotong diskon Rp.100.000. Maka total pembayaran
nasabah untuk vang muka hanya Rp. 1.000.000 saja dan sisa utang murabahah

dibagi berdasarkan lamanya waktu cicilan.

Masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Pegadaian Syariah
berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya
dilakukan secara angsuran. Dalam praktiknya terdapat nasabah yang mampu
membayar tetapi terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam
akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan
berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini sudah pasti
merugikan pihak Pegadaian Syariah. Terkait dengan hal tersebut DSN-MUI telah
mengeluarkan ketentuan berupa Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000
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Tentang Sanksi atas Nasabah yang Menunda Pembayaran, yang berisi ketentuan

sebagai berikut:'"”

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa tersebut adalah sanksi yang dikenakan
Pegadaian Syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja.

2. Sedangkan terhadap nasabah yang tidak/belum mampu membayar
disebabkan force majeurtidak boleh dikenakan sanksi.

3. Terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh
dikenakan sanksi.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip tazir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Denda atau ¢a ’zir adalah ketentuan tertulis yang disepakati kedua belah
pihak dalam perjanjian transaksi pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah.
Ta’zir dikenakan kepada nasabah yang lalai dan sengaja menunda-nunda
pembayaran meskipun kondisinya tidak dalam keadaan pailit atau force majeur.
Kebijakan ini dibuat untuk kemaslahatan bersama mengingat bahwa Pegadaian
Syariah adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga profit
financial demi mencegah terjadinya /iquiditas atau cashflow dalam kinerjanya.
Ta’zir diterapkan sebagai bentuk teguran dan peringatan keras bagi nasabah yang
tidak mempunyai kemauan atau itikad untuk membayar hutangnya. Bentuknya
berupa denda dengan tujuan untuk memberi efek jera dan mendisiplinkan
nasabah. 7a’zir diterapkan dengan harapan nasabah dapat memenuhi prestasinya
tepat waktu. Besarnya ¢a zirtelah disepakati diawal transaksi oleh kedua belah
pihak dan tidak berubah sampai pembiayaan tersebut ddilunasi. 7a zir yang

"7 Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah
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diperoleh Pegadaian Syariah tidak dimasukkan sebagai kas akan tetapi

dialokasikan untuk kegiatan sosial.'"®

Sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Pegadaian Syariah
umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati
antara Pegadaian Syariah dengan nasabah. Dalam hal nasabah melakukan
pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah
disepakati, nasabah sering meminta untuk diberikan potongan dari total
kewajiban pembayaran tersebut.Dewan Syariah Nasional MUItelah menetapkan
fawa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam.
Fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan
Dalam Murabahah. DSN-MUI dalam fatwa tersebut membolehkan Pegadaian
Syariah untuk memberikan potongan dari kewajiban pembayaran terhadap
nasabah dalam transaksi murabahah yang melakukan pembayaran tepat waktu
atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak
diperjanjikan dalam akad. Adapun besarnya potongan sebagaimana dimaksud

diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan Pegadaian Syariah.'"”

Potongan pelunasan untuk pembayaran dipercepat di Pegadaian Syariah
dibolehkan jika nasabah telah melakukan angsuran pembayaran sebnyak 3 bulan
dari rentang waktu yang disepakati. Pada prosedur pelunasan dipercepat,
nasabah tidak lagi membayar margin dan hanya membayar sisa pokok
pembiayaannya saja. Misalnya, pada pembelian 10 gram emas dengan uang muka
Rp. 1.100.000 diangsur selama 12 bulan. Uang muka sudah terhitung sebagai

pembayaran bulan pertama. Nasabah wajib mengangsur pembayaran sebanyak

"8 Firman Wahyudi, Penerapan Ta’zir Denda dan Ta’widh Ganti Rugi,
www.academia.edu, h.8. Diakses tanggal 3 Maret 2019.

"Fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam
Murabahah.
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Rp. 450.000 setiap bulan selama 11 bulan. Total angsuran nasabah apabila
membayar tepat waktu dan pembayaran dilakukan selama waktu yang telah
diepakati adalah Rp. 6.050.000. Akan tetapi, jika dibulan ke empat, nasabah
ingin melunasi cicilannya, maka nasabah hanya membayar utang pokoknya saja
yaitu sejumlah Rp. 3.200.000. Jadi total pembayaran nasabah kepada Pegadaian
Syariah karena pembayaran dipercepat sebanyak Rp. 5.650.000.

adalah tentang

aksanaan

Syariah

untuk melaksanakan r
atau reschedule dan

itu sudah dilakukan te

c. Penyelesaian selanjutnya adalah alui Pengadilan Agama seperti tertuang

pada akta dokumen akad murabahah dan rahn.

Ketentuan Dewan Syariah Nasional mengenai aturan bertransaksi
murabahah pada point akad harus bebas riba dan barang yang diperjual belikan
tidak diharamkan oleh syariat telah diimplementasikan dengan baik oleh
Pegadaian Syariah cabang Pangkajene. Demikian pula dengan ketentuan bahwa

Pegadaian Syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian yang telah
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disepakati berat, harga dan margimya. Pegadaian syariah telah menyampaikan
kepada nasabah mengenai kualifikasi barang, harga pokok, keuntungan dan

biaya-biaya yang akan timbul karena adanya akad.

Sebaliknya, ketentuan mengenai kepemilikan barang yang menyebutkan
bahwa jika nasabah telah mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan
dan disetujui maka pihak lembaga keuangan harus membeli terlebih dahulu asset
yang dipesan kepada pemasok baru kemudian menjualnya kepada nasabah. Fatwa
DSN MUI juga menyebutkan pada poin 9 bahwa akad jual beli murabahah harus
dilakukan setelah barang menjadi milik lembaga keuangan syariah secara jelas
atau secara prinsip. Ketentuan ini belum dapat diimplementasikan karena Unit
Pelayanan Syariah cabang Pangkajene baru memesan logam mulia dengan berat
sesuai pesanan nasabah kepada pemasok setelah nasabah menandatangani
transaksi dan melakukan pembayaran uang muka atau Down Payment (DP).
Pemesanan baru dilakukan setelah nasabah mengangsur sebanyak 30% persen

dari harga jual yang disepakati.

Ketentuan DSN MUI yang menyebutkan apabila nasabah mengalami
kebangkrutan dalam murabahah berbunyi, jika nasabah telah dinyatakan pailit
dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia
menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Ketentuan ini juga
telah diimplementasikan dengan baik di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian
Syariah cabangPangkajene. Langkah yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah
adalah dengan melakukan panggilan kepada nasabah, baik berupa panggilan
telepon maupun persuratan ke alamat nasabah sebanyak tiga kali. Apabila
nasabah masih belum mampu mengatasi masalahnya, maka logam mulia yang

menjadi jaminan dilelang, Selanjutnya, dana hasil lelang dipergunakan untuk
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menutupi kerugian riil Pegadaian Syariah. Jika kemudian ada sisa dari dana

tersebut maka nasabah berhak untuk mendapatkan pengembalian dari sisa dana.

Ketentuan Dewan Syariah Nasional mengenai uang muka telah
terimplementasi dengan baik. Dalam transaksi MULIA, Pegadaian Syariah
menetapkan uang muka sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah dan kedua
belah pihak telah menyepakati apabila dikemudian hari nasabah membatalkan
akadnya maka nasabah bersedia membayar kerugian yang timbul akibat

pembatalan tersebut yang diatur dalam dokumen Pegadaian Syariah.

Ketentuan mengenai diskon dalam fatwa Dewan Syariah Nasional
mengenai diskon telah diimplementasikan dengan baik oleh Pegadaian Syariah.
Pihak Pegadaian Syariah telah menyampaikan kepada nasabah apabila pihaknya
mendapatkan potongan harga dari pemasok atau supplier dan telah dituangkan

dalam dokumen Pegadaian Syariah yang ditanda tangani oleh nasabah.

Ketentuan mengenai sanksi atas nasabah yang mampu tapi menunda-
nunda pembayarannya boleh dikenakan sanksi berdasarkan prinsip fa’zir yang
bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi
dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar
kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda
ini diperuntukkan sebagai dana sosial dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan
sosial, misalnya mengadakan Festival Muharram, Maulid Nabi Muhammad

SAW, lomba menggambar tingkat TK/RA dan SD dan lain lain.

Ketentuan atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran juga
dapat dikenakan ganti rugi (¢a’widh) apabila Pegadaian Syariah mengalami
keruguan riil, yaitu timbulnya biaya-biaya dalam rangka penagihan hak yang

seharusnya dibayarkan nasabah. Besar ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian riil
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(real loss) yang pasti dialami (fixed cosf) dalam transaksi tersebut dan bukan
kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang
yang hilang (opportunity loss). Ganti rugi yang diterima Pegadaian Syariah dapat

diakui sebagai hak atau pendapatan bagi pihak yang menerimanya.'*’

Ketentuan selanjutnya mengenai potongan pelunasan apabila nasabah
mempercepat pembayarannya juga telah diimplementasikan dengan baik oleh
Pegadaian Syariah. Nasabah mendapatkan potongan harga yang besarnnya sesuai

kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam dokumen Pegadaian Syariah.

Transaksi pembiayaan MULIA yang akad pertamanya menggunakan akad
murabahah selanjutnya diikuti dengan akad rahn. Akad rahn adalah akad yang
bersifat tabarru dengan misi sosial, spiritual yang sesuai dengan maqgashid
syariah dan berbeda dengan gadai konvensional yang berbasis bunga yang

dilarang oleh syariat.'*'

Selanjutnya, fatwa; Dewan Syariah.-Nasional mengenai Kketentuan
bertransaksi rain tertuang dalam Ketetapan Nomor 25/DSN-MUI/II1/2002
menyatakan bahwa pinjaman: dengan menggadaikan barang sebagai jaminan

utang dalam bentuk raindibolehkan dengan ketentuanssebagai berikut :

g.  Murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marfun atau
barang sampai semua utang rahip yaitu orang yang menyerahkan barang,
dilunasi.

h.  Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun

tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak

120 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi
(Ta’widh).

"2'Edi Susilo, Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi
Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara), /gtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 4
No. Juni 2017, h.121.
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mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar biaya pengganti
perawatan dan pemeliharaannya.
i. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban

rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan

pemeliharaan tetap menjadi ke
j. Besar biaya pemeliha hun tidak boleh ditentukan

berdasarkan jum

tidak bisa melunasi ut : un dijual

alui lelang syariah.

3) arhun  digunakan unt

enyimpanan yang belum di

an hasil pe rahin dan
i kewajiban r-

ah satu IB??AIR EBMEibannya %

4)

melalui badan Arbitrase Syat setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah.

4. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Aturan mengenai gadai emas khususnya terdapat pada Fatwa Nomor

26/DSN-MUI/II/2002 tentang rahn emas, sebagai berikut:

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



115

5. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN-MUI no.
25 tahun 2002 tentang rahn).

6. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai
(rahin).

7. Ongkos sebagaimana dimaksud.ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran

yang nyata-nyata diperlukan.

o

Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Murabahah kepada Pemesanan Pembelian atau MPP membolehkan pihak
Pegadaian Syariah utnuk meminta uang muka atau dalam fatwa dewan Syariah
Nasional MUI digunakan istilah wrbun. Urbun dimaksudkan untuk menunjukkan
keseriusan pembeli atas pesanannya. Apabila dikemudian hari, nasabah
membatalkan pesanannya, maka uang muka tersebut digunakan untuk menutupi
kerugian. Bila jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian yang ditimbulkan
maka pihak pegadaian syariah dapat meminta kekurangannya, akan tetapi jika
uang muka berlebih maka pegadaian syariah harus mengembalikan kelebihannya

kepada nasabah.

Menjual barang yang belum dimiliki adalah jual beli yang dilarang oleh
syariah karena termasuk ba’i al-fudhuli. Ulama syariah terdahulu melarang jual
beli ini dengan alasan yang terperinci. Akan tetapi, beberapa ulama syariah
modern menunjukkan konteks jual beli murabahah kepada Pemesan Pembelian
(MKK) dimana belum ada barang berbeda dengan menjual tanpa kepemilikan
barang. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa janji untuk membeli barang
tersebut bisa mengikat pemesan, terlebih lagi bila si nasabah bisa saja pergi tanpa
sepengetahuan penjual dan berakibat kerugian bagi pihak penjual. Justru hal ini

adalah untuk menghindari kemudharatan.
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Akad rahn, oleh para ahli ekonomi Islam dihukumi boleh sebagaimana

kebolehan jual beli berdasarkan dalil dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283, yaitu:

Tow gt 2o o Es o g o A [ PR P L
Al 5508 Lok (Sans Gl O MW@}QKUJ@UH}&&&,&SQ})@
. . PN ;;’ g EE

| b “{!j )ﬁj%‘&J};M‘W}‘

Terjemahnya:

seorang

ini juga
aktekkan

secara 1 er

G he sl Y ik 52 8 e ol o Lt Aicle o

PAREPARE

Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah bersabda: Rasulullah SAW
membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju
besinya. (HR. Bukhari)

ol50) W

Para ulama juga telah sepakat membolehkan akad rahn. Kebanyakan dari

para ulama berpendapat bahwa rahn juga dapat dilakukan orang yang mukim

122 K ementerian Agama RI, A/-Quran Transliterasi Dan Terjemah, h. 49
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seperti yang dilakukan oleh orang yang dalam perjalanan. Hal ini berdasarkan

dalil bahwa Rasulullah SAW melakukannya ketika sedang mukim di Madinah.'*

Di Indonesia, landasan ini diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa Dewan

Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang

menyatakan bahwa pinjaman de ikan barang jaminan utang dalam

bentuk rahn dibolehkan

2. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban
rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan

pemeliharaan tetap menjadi kewajiban rahin.

12 Sayyid Sabiq, Figih Sunah, Jilid 3, (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), h 349.
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3. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan
berdasarkan jumlah pinjaman.

4. Penjualan marhun :
1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus mengingatkan rahin untuk segera

melunasi hutangnya.
2) Apabila rahin t a, maka marhun dijual
3) o biaya
njualan

4) ngannya

Ketent tup

1) Jike satu pihak ajibannya a a terjadi
per n antara P:i HE;PM Enyelesaia ilakukan
me e melalui
musyawara

2) Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana

mestinya.

Akad yang mengikuti akad murabahah pada transaksi MULIA adalah

akad rahn. Akad rahn menjadikan logam mulia yang sudah di sepakati dalam

akad murabahah kemudian dijadikan jaminan atas hutang piutang dengan batas
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waktu tertentu. Logam mulia ini selanjutnya dapat menjadi milik nasabah
apabila telah terpenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ketentuan ini telah
diimplementasikan dengan baik oleh pegadaian syariah di Unit Pelayanan

Syariah cabang Pangkajene.

Pada transaksi MULIA, akad rahn tidak lagi dikenakan margin karena
sudah ditetapkan keuntungan sebagai selisih harga pada akad murabahah.
Kecurigaan peneliti tentang indikasi adanya transaksi yang zhalim karena margin

dikenakan pada akad murabahah dan akad rahn tidak terbukti.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang
menyebutkan bahwa gadai terdiri dari unsur penerima gadai, harta gadai, utang
dan akad telah terpenuhi pada transaksi MULIA di pegadaian syariah ini. Tetapi
ketentuan yang menyebutkan bahwa akad gadai baru disebut sempurna apabila
harta gadai ada ketika akad dibuat dan harta gadai itu harus diserahterimakan

belum terimplementasi dalam transaksi MULIA ini.

Ketentuan KHES sama dengan fatwa DSN MUI yang selanjutnya
menyebutkan bahwa apabila harta gadai telah jatuh tempo dan pemberi gadai
belum membayar kewajibannya maka penerima gadai harus memperingatkannya.
Jika pembayaran belum juga dilakukan maka harta gadai dijual melalui lelang
syariah. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan,
biaya penyimpanan dan biaya yang dikeluarkan dalam proses penjualan. Sisa dari
penjualan menjadi hak pemberi gadai setelah di potong kewajiban-kewajibannya
kepada penerima gadai. Ketentuan ini telah diimplementasikan dengan baik
ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atau dinyatakan pailit di

Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.
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Ketentuan dalam akad rahn yang menyebutkan bahwa tidak boleh ada
syarat dalam bertransaksi agar terjaga dari adanya pihak yang dirugikan juga
telah diimplementasikan dengan baik di Pegadaian Syariah cabang Pangkajene
ini karena harga sudah ditentukan diawal transaksi. Tidak ada kenaikan atau
penurunan harga pada harta gadai. Seperti disebutkan pada paragraph
sebelumnya bahwa hak murtahin atau penerima gadai hanyalah sebesar

piutangnya dan biaya-biaya yang telah disepakati anatara rahin dan murtahin.

Teori mengenai Aybrid contract dan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002 mengenai aturan dalam bertransaksi dengan menggunakan akad
rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang dan menyerahkannya
kepada nasabah setelah kewajiban-kewajibannya diselesaikan berdasarkan
ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak, sejauh ini telah
diimplementasikan dengan baik oleh Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.
Akad rahn ini bahkan juga digunakan oleh pegadaian konvensional dalam

bertransaksi MULIA.

Teori hibryd contract menurut Nazi Hammad berpendapat bahwa hukum
asal dari syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad selama setiap
akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri. Ketika ada dalil yang
melarang, maka dalil tidak diberlakukan secara umum tetapi dikecualikan pada
kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Kasus itu dikatakan sebagai
pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan

melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.'**

Tanggal 11 April 2017, peneliti mencoba mengajukan permohonan

transaksi MULIA. Akad yang digunakan adalah akad murabahah dan rahn. Pada

'**Yosi Aryanti, Multi Akad (al- ‘Uqud al- Murakkabah) di Perbankan Syariah, JURIS
Jurnal llmiah Syari’ah, Vol. 15, No. 2, 2016, h. 179.
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pelaksanaan transaksi didapati bahwa pihak Pegadaian Syariah tidak
menyampaikan kepada nasabah tentang isi perjanjian pada akad yang akan
ditanda tangani dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Juga tak ada informasi

tentang selisih waktu sehari pada penandatanganan akad murabahah dan rahn

tetapi kedua akad diselesaikan pa bersamaan. Selanjutnya, tanggal 28

Agustus 2018 kembali p ksi MULIA di Pegadaian
, peneliti hany angani satu akad saja,
yaitu akad i ja. Nasabah terlebih d

u Tanda
nasabah
gani akad rahn dalam b ; rint oleh
Si.

an Syariah cabang Pa
2018, aturan bertransaksi

gan ditiadak
uk MULIA t iri di aian dan

gadaian Sya emiliki ke

a, tetapiPtA RZETFA RiEtor bagi h untuk

Teori atau konsep penetapan harga Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi
yang setara ( 7wadh al-mitsl) tidak sama dengan harga yang adil (Zsaman al-
mitsl). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara ( 7wadh al-mitsl)
muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Konsep harga
yang adil menurut Ibnu Thaimiyah adalah: “Nilai harga dimana orang-orang

menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan
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barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan
waktu berbeda.” Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang
merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak
memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (a/-
ribh al-ma’ruf) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para

pelanggannya. 125

Pegadaian Syariah telah menerapkan teori Ibnu Taimiyah mengenai harga
ini dengan baik. Nilai emas atau logam mulia yang dipasarkan sesuai dengan nilai
emas dunia pada saat transaksi ditandatangani kedua belah pihak. Adapun biaya-
biaya yang timbul kemudian adalah akibat dari biaya pemeliharaan dan asuransi

serta administrasi dalam transaksi tersebut.

Transaksi MULIA di Pegadaian Syariah sudah tepat menggunakan akad
murabahah dan rahn tetapi harus lebih spesifik mencantumkan bahwa akad
murabahah itu adalah jenis Murabahah kepada Pemesan Pembelian atau
disingkat MPP. Disebut MPP karena pihak Pegadaian Syariah tidak selalu
menyediakan barang yang akan dijual melainkan dengan pesanan nasabah.
Murabahah Pemesan Pembelian adalah transaksi dimana kedua belah pihak atau
lebih melakukan negosiasi dan berjanji untuk melaksanakan kesepakatan
bersama, dimana pemesan atau nasabah meminta bantuan Unit Pelayanan
Syariah cabang Pangkajene untuk membeli aset yang dimaksud dalam hal ini
adalah logam mulia yang kemudian dimiliki secara sah oleh pemesan dengan
pembayaran tunai atau non tunai. Janji pemesan untuk membeli barang yang

dipesannya adalah merupakan janji yang mengikat.

lbnu Thaimiyah, Al-Hisbah Fi Al-Islam, diterjemahkan oleh Nur Chamid, Jejak
Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. I, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010) h. 233 h.
304-306
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3. Prospek Produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah Cabang Pangkajene

Penjualan produk MULIA beberapa tahun terakhir ini cenderung turun
dari tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya karena P.T. Pegadaian telah
menunjuk unit lain untuk memasarkan produk MULIA. Unit Pelayanan Syariah
cabang Pangkajene bukan lagi sebagai unit yang memasarkan produk ini. Tetapi
UPS Cabang Pangkajene tetap membantu nasabah untuk memiliki produk ini dan

menerima pembayaran angsuran dari nasabah.

Sebagai pengganti produk MULIA, Unit Pelayanan Syariah cabang
Pangkajene memasarkan produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah. Tabungan
emas ini merupakan sebuah inovasi baru yang diluncurkan pegadaian. Tabungan
emas adalah produk untuk penjualan dan pembelian emas dengan harga
terjangkau melauli fasilitas titipan. Uang nasabah selanjutnya akan di konversi

dalam bentuk gram emas dan tercetak dalam buku tabungan.

Selain itu, ada produk konsinyasi emas yang ditawarkan oleh UPS cabang
Pangkajene. Konsinyasi emas adalah layanan penitipan dan penjualan emas yang
dititipkan oleh nasabah di pegadaian syariah. UPS bertindak sebagai wakil dari
nasabah dalam menjual emas yang ditipkan nasabah kepada pembeli baru.
Syaratnya emas yang dititipkan adalah milik sah nasabah dibuktikan dengan
KTP dan kuitansi pembelian emas. Nasabah yang berakad terikat kontrak selama
tiga bulan dan dapat diperpanjang jika emas belum terjual. Jika emas terjual,
UPS akan menggantikan emas milik nasabah sesuai berat dan karatnya. UPS

akan membayarkan keuntungan kepada nasabah setelah emas pengganti diterima.

Kendala- kendala pada pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan
rahn di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene, dapat peneliti paparkan

sebagai berikut:
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1. Kendala Perbedaan Pendapat Hukum.

Sebagai produk baru dari pegadaian syariah, pembiayaan MULIA dengan akad
murabahah dan akad rahn ini masih menyisakan beda pendapat hukum yang

mengenai beberapa hal antara lain :

a) Obyek akad berupa belum diserahterimakan oleh
Pegadaian Syari i menjadi barang gadai

(marhun) se embiayaan MULIA

__________ : : an ( ad) yang
SAW.Tetapi ada j at yang
menganggap  pembiay an akad

d rahn tersebut muba 1k dalam

b) _ L. . . i di s . gin yang

menurut
sebagian nasabah, tidak ubahnya seperti bunga yang dikenakan oleh
pegadaian konvensional. Sementara itu dari pihak menajemen Pegadaian
Syariah menyatakan bahwa biaya administrasi dan ekspedisi merupakan
ujrah yang sah menurut hukum dan berdasarkan kesepakatan, sedangkan
denda keterlambatan tidak menjadi milik Pegadaian melainkan menjadi
dana bantuan sosial karena tujuannya agar nasabah tidak lalai dalam

membayar angsuran tepat pada waktunya.
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Kendala dari Nasabah dan Pegawai Pegadaian Syariah.

Akad yang disepakati oleh nasabah (rahin) dan Pegadaian Syariah (murtahin)

tidak sepenuhnya dipahami oleh mayoritas nasabah. Ketika rahin mendapat

uang pinjaman dari Pegadaian alam tempo yang cepat, rahin tidak

meneliti maksud dari i.tersebut. Jika pemahaman

rahin dalam me nasa jatuh tempo ter: ih satu hari saja, maka

syarat-syatat perjanjia 0 tersebut

tersebut. Begitu pu an akta

egadaian, maka pihak P
rangan yang jelas kep cad yang

uat akad tersebut tidak cacat huk or yang

1jadikan jaminan p
afi'pihak pertama

obyek murabahah yang dijadikan marhun tersebut dengan baik dari segala
resiko kerusakan atau kehilangan sampai dengan hutang murabahah dilunasi
oleh pihak kedua. Sementara itu Pegadaian syariah, sebagaimana cabang
Pegadaian lainnya, belum mempunyai tempat penyimpanan barang jaminan
yang aman dari resiko kebakaran, kehilangan maupun pencurian. Dalam hal
obyek murabahah yang dijadikan marhun hilang atau musnah akibat
kelalaian pihak pertama, maka pihak pertama wajib mengganti dengan obyek
murabahah yang baru sebesar murabahah yang hilang atau musnah
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Kendala Budaya.
Faktor budaya yang dapat menghambat pembiayaan MULIA pada Pegadaian

Syariah, antara lain:

a) Budaya tidak disiplin. Bud disiplin harus dimiliki oleh nasabah

pegadaian syariah, i/nasabah tidak melaksanakan
an denda yang besarny:
untuk
, dan 6%
embayaran angsuran 1 21 hari.
hari keterlambatan m a sebesar
al yang tidak diingink : ing telah

ise pinjaman yang sudah seharusnya dibaya

i penyet nprestasi
engambil
hutang atau pembiayaan dengan tujuan konsumtif semata.

. Adanya produk baru yang lebih menarik minat nasabah.

Produk-produk baru yang dipasarkan di Unit Pelayanan Syariah cabang
Pangkajene disinyalir juga menjadi penyebab menurunnya minat nasabah
untuk berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah. Selain itu kendala dan
strategi pengembangan dalam realisasi terbentuknya Pegadaian Syariah dan
praktek yang telah dijalankan bank yang mengunakan gadai syariah ternyata
menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:
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a) Pegadaian Syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh
karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syari'ah untuk
mensosialisasikan syariahnya.

b) Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif

terhadap keberadaan pegadaian syariah.
6. jual beli yang belum sepenuhnya menjadi milik Pegadaian Syariah. Pegadaian

Syariah sendiri kurang popular.
Image yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan
Pegadaian adalah mereka yang meminjam dana dengan jaminan suatu barang,
sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi.

7. Bukan sebagai solusi bertransaksi syariah.
Nasabah yang peduli pada transaksi syariah menganggap bahwa transaksi
dengan menggunakan akad murabahah dan rahn belum tepat sebagai solusi
untuk berinvestasi emas dengan cara-cara yang sesuai syariah disebabkan
karyawan yang belum mampu mengimplementasikan fatwa DSN MUI dan

keraguan tentang barang atau objek

Q)

PAREPARE
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BABV
PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan observasi, wawancara dan penelitian tentang ketentuan

transaksi Aybrid contract atau multiakad pada pembiayaan MULIA di Unit

Pelayanan Syariah cabang Pangkajene, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1.

Ketentuan bertransaksi MULIA ( Murabahah Logam Mulia untuk Investasi
Abadi) di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene
menggunakan Aybrid contrac (multiakad) yaitu akad murabahah dan rahn.
Akad murabahah telah sesuai rukunnya, yaitu: penjual, pembeli dan objek
yang diperjual belikan. Rukun akad rahn adalah: rahin, murtahin dan
marhun. Pinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh Pegadaian
Syariah berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam, yaitu: persyaratan
sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan dengan
jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan
(margin) dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta
pembiayaan tidak mengandung gharar.

Ketentuan bertransaksi Aybrid contract sesuai dengan fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah, fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam
Murabahah, fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam
Murabahah, fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah
Mampu yang Menunda Pembayaran, fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002
tentang Pelunasan dalam Murabahah. Sedangkan ketentuan bertransaksi

rahn diatur dalam fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002. Sebagian besar



129

ketentuan telah terimplementasi pada transaksi MULIA. Ketentuan yang
belum terpenuhi adalah status kepemilikan objek akad yang tidak jelas
sebelum dijual kepada nasabah. Indikasi adanya transaksi terlarang dalam
hal ini dua akad dalam satu transaksi (shofgatain fi shofgah wahidah)
karena akad yang ditandatangani diwaktu bersamaan semata-mata hanya
karena kekeliruan karyawan dalam mengimplementasikan fatwa Dewan
Syariah Nasional MUI dan nasabah yang abai dan tidak memahami
bagaimana seharusnya bertransaksi dengan dua akad. Akad yang lebih
spesifik untuk transaksi MULIA ini seharusnya menggunakan akad
Murabahah kepada Pemesan Pembelian (MKK) karena Unit Pelayanan
Syariah cabang Pangkajene tidak menyediakan produk kecuali nasabah
telah menandatangani akad murabahah. Nasabah (rahin) sering tidak
memahami sepenuhnya akad yang telah disepakati oleh karena dokumen
akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian
sudah tertulis dalam dokumen akad tersebut. Begitu pula dari pihak
Pegadaian tidak proaktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah
atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena
ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.

Prospek pemasaran produk MULIA mengalami penurunan disebabkan
adanya kebijakan pengalihan penjualan ke unit lain di Perum Pegadaian.
Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene berupaya memasarkan produk
baru bagi nasabah untuk kepemilikan logam mulia yang disebut Tabungan
Emas Pegadaian, dimana nasabah dapat menjual dan membeli emas sesuai
dengan jumlah saldo dalam tabungannya. Transaksi Tabungan Emas ini

diklaim bebas dari transaksi yang dilarang oleh syariah.
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B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang implementasi Aybrid contract

pada transaksi pembiayaan MULIA yang telah dilakukan memiliki implikasi
yang sangat tinggi. Implikasi yang dimaksud adalah:

Transaksi pembiayaan MULIA mutlak menggunakan dua akad dalam
transaksi kepemilikannya. Akad yang dimaksud adalah akad murabahah
dengan pesanan (MPP) dan akad rahn. Penggunaan dua akad dalam
transaksi ini untuk mengakomodir permintaan nasabah yang ingin
berinvestasi emas dengan cara angsuran dan sesuai syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi tolak ukur penerapan atau
implementasi dari pelaksanaan transaksi.

Dengan menerapkan fatwa DSN MUI tentang Aybrid contract atau
multiakad diharapkan semua pihak dapat melakukan transaksi sesuai
syariah Islam. Penerapan fatwa ini memerlukan kesiapan semua pihak baik
karyawan Pegadaian Syariah maupun nasabah. Dengan demikian, Pihak
Unit Pelayanan Syariah akan terus memperbaiki pelayanannya agar benar-
benar sesuai dengan fatwa DSN MUI sehingga tercipta kenyamanan dalam
bertransaksi tanpa ada keraguan didalamnya.

Rekomendasi

Dari uraian diatas, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pegadaian

Syariah cabang Pangkajene dalam pengembangannya. Langkah-langkah yang

dapat ditempuh oleh Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene demi

perkembangan di masa mendatang, dapat penulis rekomendasikan sebagai

berikut:

Sesuai dengan motto Pegadaian Syariah,"Tepat Caranya Berkah Hasilnya,"

maka di harapkan Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene juga mampu
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melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat dan dengan persyaratan yang
mudah sehingga dapat menjadi andalan bagi masyarakat.

Faktor lokasi yang setrategis sangat menentukan bagi masyarakat maupun
nasabah untuk mengakses jasa layanan, oleh karena itu dapat di rencanakan
untuk mendirikan kantor Pegadaian Syariah yang tersebar merata dan
berada pada lokasi yang strategis.

Pegadaian syariah diharapkan menyediakan gudang penyimpanan yang
memadai sehingga dapat melayani seluruh nasabah dengan berbagai macam
jenis barang yang akan dititipkan.

Pelayanan terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan, sesuai dengan
prinsip tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama manusia.
Lembaga Pegadaian Syariah dalam menjalankan usahannya harus tetap
mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah, karena sebagaian besar nasabah
memilih Pegadaian Syariah dengan alasan transaksi yang dilakukan sesuai
dengan syariah.

Perlu dilakukan pelatihan bertransaksi syariah kepada karyawan Pegadaian
Syariah agar dapat mengimplementasikan fatwa Dewan Syariah Nasional
MUI dalam transaksinya. Selain itu agar karyawan dapat mensosialisasikan
produk-produk syariah dan keuntungannya dengan gencar kepada

masyarakat melalui media-media promosi yang ada.
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PEDOMAN OBSERVASI

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni
melakukan pengamatan tentang gambaran umum dan kegiatan bertransaksi di

Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene meliputi:

1. Mengamati lokasi dan keadaan di ayanan Syariah cabang Pangkajene.

2. Mengamati kegiatan Pelayanan Syariah cabang

Pangkajene

asi ketentuan bertrans

ksi MULIA di UPS ca
ketentuan fatwa D
ayaan MULI

4. Menz prospek pe

yang dilakukan produk MULIA.

gan yangpmandEMRIE produk

A diUPS
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B. Daftar Pertanyaan

1. Mekanisme transaksi produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang

Pangkajene

a.

Apa yang melatarbelakangi sehingga Pegadaian Syariah memilih wilayah
Sidenreng Rappang sebagai kantor cabang Unit Pelayan Syariah?
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Bagaimana memahami prosedur bertransaksi produk Pegadaian yang

sesuai syariah?
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dengan produk cicilan emas lainnya?
Bagaimana ketentuan dan mekanisme bertransaksi MULIA di Unit

pelayanan Syariah cabang Pangkajene?

2. Bagaimana ketentuan bertransaksi dengan menggunakan akad murabahah

dan rahn pada transaksi pembiayaan MULIA?



132

a. Bagaimana implementasi ketentuan bertransaksi dengan Aybrid contract

sesuai dengan fatwa DSN MUI ?

b. Bagaimana nasabah mendapat informasi tentang produk MULIA yang

menjadi objek akad?
A—

Prospek pemasaran produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang

Pangkajene

a. Apa kelebihan produk MULIA sebagai pilihan investasi?

b. Faktor-faktor apa saja yang membuat nasabah tidak memilih produk
MULIA sebagai investasi?

c. Bagaimana prospek pembiayaan produk MULIA di UPS cabang
Pangkajene?

d. Upaya dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam memasarkan produk

MULIA?
— [ T I
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